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ABSTRAK 

 

PENGANGKATAN GURU HONORER MENJADI GURU PEGAWAI 

PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 

DI SD NEGERI BINJAI NGAGUNG  

 

Oleh  

 

NURHANA KRISTIANA WATI  

 

Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses 

pembelajaran agar dapat mengembangkan potensi tentunya memerlukan guru 

sebagai fasilitator bahkan komponen utama dari proses pendidikan itu sendiri. 

Pengangkatan guru honorer menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) merupakan bagian dari kebijakan reformasi manajemen Aparatur 

Sipil Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen 

PPPK. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, peningkatan 

kesejahteraan, serta perlindungan status kepegawaian bagi guru honorer.  

Permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan 

Guru Honorer menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

di SD Negeri Binjai Ngagung? 2) Apasajakah faktor-faktor yang menghambat 

pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) di SD Negeri Binjai Ngagung?. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yang bersifat yuridis empiris dan yuridis normatif, dengan data primer 

dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian 

kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Pengangkatan Guru Honorer Menjadi 

Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SD Negeri Binjai 

Ngagung telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai prosedur dan menunjukkan 

adanya komitmen terhadap prinsip merit, transparansi, dan akuntabilitas dengan 

mekanisme seleksi yang ditetapkan pemerintah yaitu tahap pendaftaran, tahap 

seleksi administrasi, tahap seleksi kompetensi yang terdiri dari kompetensi teknis, 

kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, serta tahap wawancara dan 

tahap pengolahan nilai & penetapan kelulusan. Faktor-Faktor Yang Menghambat 

Pengangkatan Guru Honorer Menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) di SD Negeri Binjai Ngagung yaitu keterbatasan formasi, kendala 

teknis dalam pelaksanaan ujian CAT, serta kurangnya pemahaman peserta terhadap 

sistem digital. 

Kata Kunci: Guru Honorer, PPPK, Lampung Tengah 
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ABSTRACT 

 

APPOINTMENT OF HONORARY TEACHERS TO GOVERNMENT 

EMPLOYEE TEACHERS WITH EMPLOYMENT AGREEMENTS  (PPPK) 

AT BINJAI NGAGUNG PUBLIC ELEMENTARY SCHOOL 

 

By 

NURHANA KRISTIANA WATI  

 

Education, as a conscious and planned effort to realize the learning process in order 

to develop potential, certainly requires teachers as facilitators and even the main 

component of the educational process itself. The appointment of honorary teachers 

as Government Employee Teachers with Work Agreements (PPPK) is part of the 

State Civil Apparatus management reform policy based on Law Number 20 of 2023 

concerning the State Civil Apparatus and Government Regulation Number 49 of 

2018 concerning PPPK Management. This policy aims to provide legal certainty, 

improve welfare, and protect the employment status of honorary teachers. 

The problems in this thesis are: 1) How is the implementation of the appointment of 

Honorary Teachers to Government Employee Teachers with Work Agreements 

(PPPK) at Binjai Ngagung Public Elementary School? 2) What are the factors that 

hinder the appointment of Honorary Teachers to Government Employee Teachers 

with Work Agreements (PPPK) at Binjai Ngagung Public Elementary School? This 

study uses an empirical and normative juridical approach, with primary and 

secondary data where each data is obtained from library and field research. Data 

analysis is carried out qualitatively. 

The results of the study show that the Implementation of the Appointment of 

Honorary Teachers to Become Government Employee Teachers with Work 

Agreements (PPPK) at Binjai Ngagung Public Elementary School has been running 

as it should according to procedures and shows a commitment to the principles of 

merit, transparency, and accountability with the selection mechanism determined 

by the government, namely the registration stage, the administrative selection 

stage, the competency selection stage consisting of technical competencies, 

managerial competencies, and socio-cultural competencies, as well as the interview 

stage and the stage of processing scores & determining graduation. Factors that 

Inhibit the Appointment of Honorary Teachers to Become Government Employee 

Teachers with Work Agreements (PPPK) at Binjai Ngagung Public Elementary 

School are limited formations, technical obstacles in implementing the CAT exam, 

and the lack of understanding of participants regarding the digital system.  

Keywords: Honorary Teacher, PPPK, Central Lampung 
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In The Name Of Jesus Christ 

 

“Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala 

rencanamu.” 

(Amsal 16:3) 

 

 

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. 

(Amsal 23:18) 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam proses peningkatan sumber 

daya manusia pada suatu bangsa dan negara. Masalah pendidikan juga selalu 

dijadikan salah satu ukuran dalam mengetahui sejauhmana tingkat kemajuan suatu 

bangsa. Oleh sebab itu, maka pendidikan wajar menjadi perhatian serius jika ingin 

membangun peradaban dan kemajuan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu 

ditegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

membahas tentang guru dalam beberapa aspek. Undang-Undang ini mendefinisikan 

guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 

Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur tentang hak 

dan kewajiban guru, termasuk perlindungan hukum, profesi, keselamatan, dan 

kesehatan kerja.  

Guru merupakan tenaga pengajar yang pada dasarnya memiliki kompetensi dalam 

mendidik, mengarahkan, serta membina murid-murid yang belajar dibawah 

naungannya. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen memberikan pengertian terkait dari guru itu sendiri, bahwa guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 
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anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. 

Guru adalah elemen penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Mereka 

berperan signifikan dalam meningkatkan kecerdasan bangsa serta membentuk 

generasi masa depan yang berkualitas. Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari 

peran pemerintah dan elemen-elemen pendidikan terkait, termasuk guru. Sejalan 

dengan perkembangan zaman, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang 

unggul dalam menjalankan perannya guna mencapai tujuan pendidikan nasional.1 

Status kepegawaian guru terbagi menjadi dua, yaitu guru yang berstatus sebagai 

pegawai negeri dan guru non-pegawai negeri atau yang disebut tenaga honorer.2 

Terdapat perbedaan hak yang diterima oleh tenaga pendidik PNS dan honorer. 

Meskipun hak yang diterima berbeda, tanggung jawab yang diemban tetap setara. 

Perbedaan ini menciptakan kesenjangan yang cukup signifikan antara guru PNS 

dan tenaga honorer. Guru ASN khususnya PNS memiliki status kepegawaian yang 

lebih stabil dengan berbagai tunjangan yang diatur oleh regulasi pemerintah, 

termasuk jaminan pensiun. Sebaliknya, meskipun guru PPPK juga merupakan 

ASN, mereka tidak mendapatkan jaminan pensiun, tetapi tetap memperoleh hak-

hak seperti tunjangan dan gaji sesuai standar ASN. Sementara itu, Non-ASN, 

terutama GTT, menghadapi tantangan yang lebih besar karena status pekerjaan 

yang tidak tetap, upah yang sering kali jauh di bawah standar, serta terbatasnya 

akses terhadap tunjangan dan fasilitas kesejahteraan. 

Perbedaan yang dapat dilihat antara Tenaga Honorer dan Aparatur Sipil Negara 

dapat dilihat status mereka, dimana Aparatur Sipil Negara memiliki status 

kepegawaian tetap sementara Tenaga Honorer bekerja hanya berdasarkan 

kesepakatan mereka dengan Pemerintah Daerah atau pejabat lain yang memiliki 

kewenangan untuk merekrut. Perbedaan berikutnya adalah dibalik peran yang 

terbilang penting dalam sistem pemerintahan, hak-hak dari Tenaga Honorer sudah 

 
1 Yìenny Ikaì Faìtmaìsaìri & Andhitaì Dìessy Wìulaìnsaìri. 2023. Anaìlisis Pìerbaìndingaìn Motivaìsi Kìerjaì, 

Kìedisiplinaìn, daìn Krìeaìtivitaìs Gìurìu di SD Nìegìeri Sìe-Kìecaìmaìtaìn Dolopo Bìerdaìsaìrkaìn Staìtìus 

Kìepìegaìwaìiaìn. Excìelìenciaì: Joìurnaìl of Islaìmic Edìucaìtion & Maìnaìgìemìent. 
2 Nìurdin, N. 2021. Gìurìu Honorìer daìlaìm Upaìyaì Mìempìerolìeh Staìtìus Kìepìegaìwaìiaìn Tìenaìgaì 

Pìendidik Pìegaìwaìi Nìegìeri Sipil. Mìurhìum : Jìurnaìl Pìendidikaìn Anaìk Usiaì Dini, 2(2),  10–19. 
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tidak diatur dalam peraturan manapun. Berbeda dengan Pegawai ASN yang hak 

serta kewajibannya jelas diatur salam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang Aparatur Sipil Negara. 

Pemerintah Daerah dalam hal ini diberikan kekuasaan secara terikat maupun tidak 

terikat (bebas) dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Yang dimaksudkan 

dengan kekuasaan yang terikat adalah segala tindakan yang akan dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah tidak boleh diluar atau harus sesuai dengan aturan-aturan dasar 

yang mengatur, sedangkan untuk kekuasaan bebas mengartikan bahwa segala 

keputusan yang akan dikeluarkan diserahkan secara bebas kepada Pemerintah 

Daerah oleh Pemerintah Pusat yang mana dalam hal ini sebagai penerima 

wewenang.3 Wewenang dari Pemerintah Daerah ini yaitu untuk menyelenggarakan 

pembangunan dalam setiap aspek, termasuk dalam hal pengangkatan Aparatur Sipil 

Negara maupun Tenaga Honorer dimana Guru Honorer juga termasuk didalamnya. 

Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan psikologis sudah seharusnya 

dirasakan oleh guru honorer yang ada didaerah tertinggal, terpencil dan terdalam, 

apa lagi para guru honorer telah mengabdi dalam jangkan waktu yang sangat lama. 

Kìesìejatìeraan psikologis, mìerupakan tìerpìenuhinya kìebutuhan hidup sìehari-hari. 

Manusia baru disìebut mìemiliki tingkat kìesìejahtìeraan psikologis yang baik, apabila 

hiìerarki kìebutuhan hidupnya tìercapai. Sìedangkan, masih banyak guru yang 

bìerstatus sìebagai guru honorìer daìerah. Kondisi guru honorìer saat ini sangat 

mìemprihatinkan, mulai dari masa dìepan yang tidak jìelas, mìenjalani kondisi 

tìerpuruk bìertahun-tahun, mìengabdi didìerah tìertinggal, sistìem honorium yang tidak 

mìenìentu, tìerkadang mìenìerima honorium sìetìelah tiga bulan mìenjalangkan tugas 

bahkan tidak mìenìentu. 

Hasil obsìervasi tìerhadap guru honorìer di SD Nìegìeri Binjai Ngagung Kìecamatan 

Bìekri Kabupatìen Lampung Tìengah, mìenunjukan bìerbagai problìem yang dilìema, 

mulai dari masa mìengabdi yang cukup lama, diantaranya ada yang m ìengabdi 19-

25 tahun. Satu sisi, guru honorìer daìerah mìenìerima upah Rp. 300.000,00, 

250.000,00 dan Rp 200.000,000 pìerbulan maupun pìertriwulan, akan tìetapi mìerìeka 

 
3 Saìdjijono, 2011, Baìb-Baìb Hìukìum Administraìsi, Yogyaìkaìrtaì, Laìksbaìng Prìesindo, hlm. 59-60. 
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tìetap bìertahan dìengan kondisi tìerpuruk bìertahun-tahun, ditambah status 

kìepìegawaiannya yang bìelum jìelas.4 Sìetìelah sìekian lama mìengabdi dìengan kondisi 

tìerpuruk yang mìenarik, masih banyak guru honorìer daìerah yang bìertahan mìeskipun 

bìelum diangkat mìenjadi pìegawai nìegìeri sipil (PNS). Bìerdasarkan Data Pokok 

Pìendidikan (DAPODIK) Kìemìentìerian Pìendidikan Dasar dan Mìenìengah Sìemìestìer 

2024/2025 Gìenap, Kabupatìen Lampung Tìengah mìerupakan Kabupatìen dìengan 

jumlah guru tìerbanyak di Provinsi Lampung yang bìerjumlah 16.952 orang untuk 

sìeluruh tingkatan pìendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai 

dìengan SMK yang tìerdiri dari 5003 guru laki-laki dan 11.949 guru pìerìempuan.5 

Guru honorìer mìemang mìenghadapi kìenyataan yang mìemprihatinkan, mulai dari 

tingkat pìenghasilan yang tidak mìenìentu, para guru honorìer sama sìekali tidak 

mìempìerolìeh tunjungan-tunjungan yang disìediakan olìeh pìemìerintah sìebagaimana 

para guru pìegawai nìegìeri sipil (PNS), mìenjalani kondisi tìerpuruk bìertahun-tahun, 

mìengabdi didìerah dan ditambah status kìepìegawaianya kurang bìegitu jìelas. 

Pìenyìebab hal tìersìebut tìerjadi adalah disìebabkan jangka kontrak yang dit ìentukan, 

jika kontraknya sìelìesai maka sìeorang guru honorìer akan dibìerhìentikan dari status 

kìepìegawaiannya.  

Faktor yang mìenyìebabkan kìesìejahtìeraan sìeorang guru honorìer rìendah adalah gaji 

yang tidak mìemadai, bìeban kìerja yang tidak tinggi dimana rata-rata sìeorang guru 

mìengajar 24 jam pìelajaran pìer minggu tìetapi sìering kali mìerìeka juga harus 

mìengurus tugas administratif dan kìegiatan ìekstrakurikulìer, kurangnya pìelatihan 

dan pìengìembangan profìesional dimana hal ini mìenyìebabkan banyak guru mìerasa 

tidak mìemiliki kìetìerampilan yang cukup untuk mìengajar dìengan ìefìektif yang 

bìerujung pada kualitas pìengajaran yang mìenurun, lingkungan kìerja yang tidak 

kondusif juga mìenjadi masalah dimana banyak sìekolah di daìerah tìerpìencil yang 

tidak mìemiliki fasilitas mìemadai.6 

 
4 Haìsil obsìervaìsi tìerhaìdaìp Gìurìu honorìer di SDN Binjaìi Ngaìgìung Kìecaìmaìtaìn Bìekri Kaìbìupaìtìen 

Laìmpìung Tìengaìh paìdaì 5 Maìrìet 2025 pìukìul 10.30 WIB. 
5 https://daìpo.kìemìendikdaìsmìen.go.id/gìurìu/1/120000 diaìksìes paìdaì 14 Jìuli 2025 pìukìul 09:10 

WIB. 
6 Faìthìuraìhmaìn Arrozi, 2014, https://kìumpaìraìn.com/faìthìurraìhmaìn-aìrrozi/kìesìejaìhtìeraìaìn-gìurìu-di-

indonìesiaì-taìntaìngaìn-daìn-solìusi-23YO4UQ3VRR/fìull diaìksìes paìdaì 28 Mìei 2025 pìukìul 20:10 WIB 

https://dapo.kemendikdasmen.go.id/guru/1/120000
https://kumparan.com/fathurrahman-arrozi/kesejahteraan-guru-di-indonesia-tantangan-dan-solusi-23YO4UQ3VRR/full
https://kumparan.com/fathurrahman-arrozi/kesejahteraan-guru-di-indonesia-tantangan-dan-solusi-23YO4UQ3VRR/full
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Pìemìerintah daìerah mìemiliki tanggung jawab pìenting dalam kìehidupan profìesional 

para guru. Tugas pokoknya adalah mìenciptakan kìesìejahtìeraan bagi sìeluruh tìenaga 

pìendidik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tìentang Guru dan Dosìen adalah 

momìen pìenting dalam sìejarah pìendidikan Indonìesia. Undang-undang ini 

mìerupakan tanggapan atas pìermintaan dan aspirasi sìeluruh komunitas pìendidikan 

untuk mìeningkatkan kualitas dan profìesionalismìe tìenaga pìendidik dalam 

mìelaksanakan tugas mulia mìerìeka untuk mìencìerdaskan gìenìerasi pìenìerus bangsa. 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 mìembìerikan arah bagi guru dan dosìen 

dalam mìelakukan pìekìerjaan mìerìeka. Mìerìeka mìemiliki hak dan pìenghargaan yang 

layak, sìerta mìemiliki aksìes tìerhadap pìengìembangan diri yang bìerkìelanjutan. 

Kìebijakan yang dapat mìerubah dan mìeningkatkan kìesìejahtìeraan guru dìengan 

mìenjamin gaji yang tìetap dan mìemiliki jaminan Kìesìehatan dan sosial untuk guru 

honorìer, kìemudian mìelakukaan pìelatiha yang dapat mìembantu untuk mìeningkatkan 

kompìetìensi dan profìesionalitas guru honorìer, juga mìelalui kontrak kìerja dan adanya 

bantuan hukum agar dapat mìelindungi profìesi guru, dari hal tìersìebut bìerarti adanya 

kìebijakan dari pìemìerintah yang dapat mìembantu untuk mìempìermudah aksìes 

pìenìerimaan guru honorìer, di tahun 2024 pìemìerintah mìembuat program Pìegawai 

Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK).7 

Bìerdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tìentang 

Aparatur Sipil Nìegara, PPPK adalah WNI yang mìemìenuhi syarat tìertìentu, yang 

diangkat bìerdasarkan pìerjanjian kìerja untuk jangka waktu tìertìentu dalam rangka 

mìelaksanakan tugas pìemìerintahan. Pìerbìedaan mìendasar antara istilah PNS dìengan 

PPPK adalah sìebagai bìerikut : 

1) Jangka waktu pìelaksanaan pìekìerjaan dimana PNS diangkat sìecara tìetap. Istilah 

“tìetap” mìerujuk pada pìerjìenjangan kariìer pìegawai sampai dìengan batas waktu 

pìension atau sampai dìengan PNS bìerhìenti. Sìedangkan PPPK mìemiliki waktu 

tìertìentu sìesuai pìerjanjian dan kìebutuhan instansi pìemìerintah yang 

mìempìekìerjakannya. Bìerdasarkan Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014, 

 
7 Alfiìe Rizqiaì Raìchmi dkk, 2024, Mìengaìnaìlisis Kìebijaìkaìn Kìesìejaìhtìeraìaìn Gìurìu Honorìer 

Tìerhaìdaìp Pìeningkaìtaìn Kìuaìlitaìs Pìendidikaìn di SMKN 1 Driyorìejo, Jìurnaìl Pìenìelitiaìn Ilmìu 

Pìendidikaìn Indonìesiaì Vol 3, No 2. 
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masa pìerjanjian kìerja PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat dipìerpanjang 

sìesuai kìebutuhan dan bìerdasarkan pìenilaian kinìerja 

2) Bìeban tugas yang dibìerikan dimana PNS dibìerikan kìedudukan untuk 

mìelaksanakan jabatan pìemìerintahan. Hal ini mìembìerikan makna bahwa PNS 

mìempunyai jabatan dan di dalamnya tìerkandung wìewìenang yang bìerkorìelasi 

dìengan tanggung jawab dan tanggung gugat atas pìenyìelìenggaraan 

pìemìerintahan. Adapun PPPK hanya mìelaksanakan tugas pìemìerintahan yang 

cìendìerung opìerasional, fungsional, dan atas dasar instruksi dari PNS.8 

Tindakan pìemìerintah dalam upaya mìensìejahtìerakan guru honorìer adalah dìengan 

mìencari solusi untuk mìeningkatkan kìesìejahtìeraan guru honorìer mìelalui bìebìerapa 

kìebijakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah p ìengangkatan guru honorìer 

mìenjadi PPPK. Program ini bìertujuan mìembìerikan status yang lìebih jìelas dan gaji 

yang lìebih layak. Pìerluasan program PPPK dilakukan dìengan mìenambah kuota 

sìelìeksi dan mìenyìedìerhanakan prosìes administrasi agar lìebih banyak guru honorìer 

yang dapat diangkat mìenjadi ASN. Guru honorìer adalah bagian tak tìerpisahkan dari 

sistìem pìendidikan nasional. Mìeningkatkan kìesìejahtìeraan mìerìeka bukan hanya 

tanggung jawab moral, tìetapi juga invìestasi bagi masa dìepan gìenìerasi pìenìerus 

bangsa.9 

PPPK diharapkan mìenjadi solusi baru bagi tìenaga tidak tìetap yang tìelah bìekìerja 

pada pìemìerintah sìebìelum adanya undang-undang ini maupun untuk mìenarik minat 

tìenaga profìesional untuk mìengabdi mìenjadi Aparatur Sipil Nìegara tanpa pìerlu 

mìenghawatirkan adanya kìesìenjangan pìerlakuan dìengan aparatur yang bìerstatus 

PNS. Mìelìengkapi pìengaturan hukum tìentang PPPK dalam Undang-Undang, pada 

tahun 2018 ditìerbitkan Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 49 Tahun 2018 tìentang 

Manajìemìen Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja yang di dalamnya 

mìengatur mìengìenai manajìemìen bìerbasis sistìem mìerit dan diharapkan mampu 

mìenghasilkan PPPK yang dapat mìenjalankan tugas pìelayanan publik. 

 
8 Ekaì Dìeviaìni daìn Rifkaì Yìudhi, 2022, Hìukìum Kìepìegaìwaìiaìn: Historisitaìs daìn Aktìuaìlitaìs Apaìraìtìur 

Sipil Nìegaìraì (PNS & PPPK), Baìndaìr Laìmpìung: Pìusaìkaì Mìediaì. 
9 https://mp.fip.ìunìesaì.aìc.id/post/maìsaì-dìepaìn-gìurìu-honorìer-aìpaì-yaìng-haìrìus-dilaìkìukaìn-ìuntìuk-

kìesìejaìhtìeraìaìn-mìerìekaì diaìksìes paìdaì 28 Mìei 2025 pìukìul 20:30 WIB 

https://mp.fip.unesa.ac.id/post/masa-depan-guru-honorer-apa-yang-harus-dilakukan-untuk-kesejahteraan-mereka
https://mp.fip.unesa.ac.id/post/masa-depan-guru-honorer-apa-yang-harus-dilakukan-untuk-kesejahteraan-mereka
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Bìerlakunya Pìeraturan Pìemìerintah Nomor 49 Tahun 2018 tìentang Pìegawai 

Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tìentang Aparatur Sipil Nìegara, harus diimbangi dìengan pìerlindungan hukum yang 

sìepadan tìerhadap Tìenaga Honorìer khususnya Guru Honorìer yang statusnya nanti 

mìenjadi tidak pasti sìetìelah pìenghapusan pìegawai non-ASN. Hal ini tidak lain untuk 

mìencapai kìeadilan dan kìesìejahtìeraan bagi sìetiap individu yang tìerkait yang 

mìerupakan pìermasalahan pokok pada sìetiap guru honorìer.10 

Guru honorer daerah memang cendrung terabaikan, padahal sebagai manusia biasa, 

guru honorer tentu saja memiliki harapan untuk hidup sejahtera, akan tetapi para 

guru honorer memiliki kepuasaan batin karena melalui profesinya, guru dapat 

memberikan ilmu kepada peserta didik, sedangkan sumber ketidak kepuasaannya 

adalah guru merasa tidak kunjung memperoleh penghargaan yang sepadan antara 

pekerjaan dan penghargaan yang diterima. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penulis akan meneliti dan menganalisis terkait pelaksanaan pengangkatan Guru 

Honorer menjadi Guru PPPK di Kabupaten Lampung Tengah dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi Guru Honorer menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) pada suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul 

: “Pengangkatan Guru Honorer Menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) di SD Negeri Binjai Ngagung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah pelaksanaan pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SD Negeri Binjai Ngagung? 

b. Apasajakah faktor-faktor yang menghambat pengangkatan Guru Honorer 

menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SD 

Negeri Binjai Ngagung? 

 

 
10 https:/ /www.jpnn.com/nìews/pppk-daìri-honorìer-k2-raìwaìn-dipìecaìt diaìksìes paìdaì taìnggaìl 23 

Fìebrìuaìri 2025 Pìukìul 10.15 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SD Negeri Binjai 

Ngagung; 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pengangkatan Guru Honorer 

menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di SD 

Negeri Binjai Ngagung. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan 

praktis yaitu sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala, dapat menjadi bahan 

referensi dan memberikan masukan-masukan disamping undang-undang 

terkait, khususnya bagi aparat penegak hukum serta masyarakat umumnya. 

b. Manfaat Praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  

teoritis dan rujukan bagi penegak hukum, masyarakat, serta pihak-pihak terkait, 

selain itu sebagai informasi dan pengembangan teori serta tambahan kepustakaan 

bagi praktisi dan akademisi. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum administrasi negara terkait dengan 

Pengangkatan Guru Honorer menjadi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK). Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2025 di SD Negeri Binjai 

Ngagung Kabupaten Lampung Tengah. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan 

2.1.1 Pengertian Pengangkatan 

Pengangkatan pegawai adalah serangkaian proses untuk menempatkan seseorang 

dalam suatu jabatan atau posisi kerja, biasanya setelah melewati proses seleksi dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengangkatan ini dapat bersifat resmi dan formal, 

seperti dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 

atau bisa juga merupakan bagian dari proses penunjukan jabatan dalam suatu 

perusahaan. 

Pengangkatan melibatkan serangkaian langkah, mulai dari perencanaan kebutuhan 

tenaga kerja, seleksi calon pegawai, hingga penandatanganan surat keputusan 

pengangkatan. Tujuan utama pengangkatan adalah untuk menempatkan individu 

yang tepat pada posisi yang tepat, sehingga dapat mendukung kinìerja organisasi 

sìecara ìefisiìen dan ìefìektif. Pìengangkatan pìegawai bisa bìerìupa pìengangkatan sìebagai 

pìegawai tìetap, pìegawai tidak tìetap, ataìu pìengangkatan dalam jabatan tìertìentìu. 

Pìengangkatan Gìurìu Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) adalah 

prosìes pìenìunjìukan sìeorang gìurìu sìebagai tìenaga pìendidik dalam lingkìungan 

pìemìerintahan, dìengan pìerjanjian kìerja yang bìerlakìu ìuntìuk jangka waktìu tìertìentìu. 

Gìurìu PPPK mìerìupakan bagian dari Aparatìur Sipil Nìegara (ASN), namìun bìerbìeda 

dìengan Pìegawai Nìegìeri Sipil (PNS) karìena diangkat bìerdasarkan pìerjanjian kìerja, 

bìukan bìerdasarkan statìus kìepìegawaian yang bìersifat pìermanìen. Gìurìu PPPK 

diangkat mìelalìui prosìes sìelìeksi yang kìetat, mìengìutamakan kìualifikasi dan 

kompìetìensi yang dimiliki. Pìerjanjian kìerja PPPK mìemiliki dìurasi minimal satìu 

tahìun dan dapat dipìerpanjang sìesìuai kìebìutìuhan dan pìenilaian kinìerja. 
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2.1.2 Syarat-Syarat Pìengangkatan 

Untìuk mìelakìukan pìengangkatan gìurìu, pìerlìu kiranya mìengkaji ìulang tìentang 

bìerbagai pìersyaratan ìuntìuk mìenjadi gìurìu. Untìuk dapat mìelakìukan pìeranan dan 

mìelaksanakan tìugas sìerta tanggìung jawabnya, gìurìu mìemìerlìukan syarat-syarat 

tìertìentìu. Syarat-syarat inilah yang akan mìembìedakan gìurìu dari manìusia-manìusia 

lain pada ìumìumnya. Adapìun syarat-syarat bagi gìurìu dapat diinflikasikan mìenjadi 

bìebìerapa kìelompok: 

a. Pìersyaratan Administrasi 

b. Pìersyaratan tìeknis 

c. Pìersyaratan Psikis 

d. Pìersyaratan fisik11 

Syarat-syarat administratif ini antara lain m ìelipìuti soal kìewarganìegaraan yaitìu 

warga nìegara Indonìesia, ìumìur sìekìurang-kìurangnya 18 Tahìun, bìerkìelakìuan baik, 

mìengajìukan pìermohonan. Di samping itìu masih ada syarat-syarat lain yang tìelah 

ditìentìukan sìesìuai dìengan kìebijakan yang ada. Dalam pìersyaratan tìeknis ini ada 

yang bìersifat ìumìum, yakni harìus bìerijazah pìendidikan gìurìu, dan bila kita tidak 

mìemiliki sìertifikasi profìesi mìelalìui program akta mìengajar. Hal ini mìempìunyai 

konotasi sìebagian bìesar pìenafsiran masyarakat bahwa sìesìeorang yang mìemiliki 

ijazah pìendidikan gìurìu itìu dinilai sìudah mampìu mìengajar karìena sìudah mìempìunyai 

pìengalaman dalam mìengajar. Kìemìudian syarat-syarat yang lain adalah mìengìuasai 

cara dan tìeknik mìengajar, tìerampil mìendisain program pìengajaran sìerta mìemiliki 

motivasi dan cita-cita mìemajìukan pìendidikan/pìengajaran. 

Pìersyaratan psikis antara lain sìehat rohani, dìewasa dalam bìerfikir dan bìertindak, 

mampìu mìengìendalikan ìemosi, sabar, ramah dan sopan, mìemiliki jiwa 

kìepìemimpinan, konsìekìuìen dan bìerani bìertanggìung jawab, bìerani bìerkorban dan 

mìemiliki jiwa pìengabdian. Di samping itìu gìurìu jìuga ditìuntìut ìuntìuk bìersifat rìealistis, 

tìetapi jìuga mìemiliki pandangan yang mìendasar dan filosofis. Gìurìu jìuga harìus 

mìematìuhi norma dan nilai yang bìerlakìu sìerta mìemiliki sìemangat mìembangìun. 

 
11 Isjoni, Pìenìegaìkkaìn Atìuraìn-Atìuraìn daìn Kritìeriaì daìlaìm kaìitaìnnyaì rìekrìutmìen gìurìu daìn kìepaìlaì 

sìekolaìh di propinsi Riaììu, daìri http://www.isjoni.nìet/wìeb/ - Isjoni.nìet powìerìed by maìmbo Gìenìeraìtìed: 

10 Mìei 2025. 
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Tidak kala pìentingnya bahwa gìurìu itìu harìus mampìu mìelakìukan intìeraksi dan 

mìembìerikan motivasi dalam pìembìelajaran sìerta mìemiliki panggilan hati nìurani 

mìenjadi gìurìu ìuntìuk mìengabdi dìemi anak didiknya. 

Sìelain itìu mìenìurìut Undang-Undang Nomor 14 Tahìun 2005 tìentang Gìurìu dan 

Dosìen12 sìerta Undang-Undang Nomor 20 Tahìun 2003 tìentang SISDIKNAS 

dirìumìuskan bahwa Bab IV Pasal 8 wajib mìemiliki kìualifikasi akadìemik, 

kompìetìensi, sìertifikat pìendidik, sìehat jasmani dan rohani, sìerta mìemiliki 

kìemampìuan ìuntìuk mìewìujìudkan tìujìuan pìendidikan nasional. Pasal 9 Kìualifikasi 

akadìemik sìebagai mana yang dimaksìud dalam pasal 8 dipìerolìeh mìelalìui pìendidikan 

tinggi program sarjana ataìu program diploma ìempat. Pasal 10 kompìetìensi gìurìu 

sìebagaimana yang dimaksìud pasal 8 mìelipìuti kompìetìensi pìedagogik, kompìetìensi 

kìepribadian, kompìetìensi sosial, dan kompìetìensi profìesional yang dipìerolìeh mìelalìui 

pìendidikan profìesi.13 

 

2.1.3 Sistìem dan Mìekanismìe Pìengangkatan 

Tìerbitnya PERMENPAN-RB Nomor 28 Tahìun 2021 tìentang Pìengadaan Pìegawai 

Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) ìuntìuk Jabatan Fìungsional Gìurìu pada 

Instansi Daìerah Tahìun 2021, maka kìemìudian mìuncìul jìenis pìegawai pìemìerintah 

yang barìu yaitìu PPPK Gìurìu yang mìerìupakan pìegawai pìemìerintah yang masa 

kìerjanya ditìentìukan sìesìuai dìengan pìerjanjian kìerja antara pìegawai yang 

bìersangkìutan dìengan Pìejabat Pìembina Kìepìegawaian dìengan masa kìerja paling 

rìendah 1 tahìun dapat dipìerpanjang paling lama 5 tahìun sìesìuai dìengan pìenilaian 

kinìerja pìegawai yang bìersangkìutan. 

Pìengadaaan calon PPPK mìerìupakan kìegiatan ìuntìuk mìemìenìuhi kìebìutìuhan pada 

instansi tìertìentìu yang dilakìukan mìelalìui tahapan pìerìencanaan, pìengìumìuman 

lowongan, pìelamaran, sìelìeksi, pìengìumìuman hasil sìelìeksi, dan pìengangkatan 

mìenanjadi calon PPPK. Tahapan pìelaksanaan pìengangkatan idìentik dìengan 

pìenìetapan kìebìutìuhan dan pìengadaan CPNS, artinya tahapan yang dilakìukan baik 

dalam pìenìetapan kìebìutìuhan dan pìengadaan PPPK idìentik dìengan ataìu sama dìengan 

 
12 Undaìng-Undaìng Nomor 14 Taìhìun 2005 tìentaìng Gìurìu daìn Dosìen 
13 Undaìng-Undaìng Nomor 20 Taìhìun 2003 tìentaìng SISDIKNAS 
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tahapan yang dilakìukan dalam tahapan pìenìetapan kìebìutìuhan dan pìengadaan Calon 

Pìegawai Nìegìeri Sipil. Dalam hal ini, masing-masing satìuan organisasi khìusìusnya 

Dinas Pìendidikan dan Kìebìudayaan harìus mìegajìukan kìebìutìuhannya tìerlìebih dahìulìu 

kìe Kìemìentrian Pìendidikan dan Kìebìudayaan, Risìet Tìeknologi dan Kìemìentrian 

Pìendayagìunaan Aparatìur Nìegara dan Rìeformasi Birokrasi dan sìelanjìutnya sìetìelah 

mìendapat pìertimbangan tìeknis dari Badan Kìepìegawaian Nìegara dan Kìemìentìerian 

Kìeìuangan. 

Pasal 4 Pìeratìuran Prìesidìen Nomor 38 Tahìun 2020 mìenjìelaskan kritìeria yang dapat 

diisi olìeh PPPK, yaitìu sìebagai bìerikìut : 

1) Jabatan yang kompìetìensinya tidak tìersìedia ataìu tìerbatas di kalangan PNS; 

2) Jabatan yang dipìerlìukan ìuntìuk pìercìepatan pìeningkatan kapasitas organisasi; 

3) Jabatan yang dipìerlìukan ìuntìuk pìercìepatan pìencapaian tìujìuan stratìegis nasional; 

4) Jabatan yang mìensyaratkan sìertifikasi tìeknis dari organisasi profìesi; 

5) Bìukan Jabatan dibidang rahasia nìegara, pìertahanan, kìeamanan, pìengìelolaan 

aparatìur nìegara, kìesìekrìetariatan nìegara, pìengìelolaan sìumbìer daya alam, 

pìengìelolaan kìeìuangan nìegara, kìesìekratarian nìegara, pìengìelola sìumbìer daya 

alam, pìengìelolaan kìeìuangan nìegara, dan hìubìungan lìuar nìegìeri; 

6) Bìukan jabatan yang mìenìurìut kìetìentìuan Undang-ìundang, pìeratìuran Pìemìerintah, 

dan Pìeratìuran Prìesidìen harìus diisi olìeh PNS. 

PPPK diangkat dìengan basis ìutama kompìetìensi, dan kinìerja. Pìembìentìukan PPPK 

bìertìujìuan mìenciptakan kìerja barìu dikalangan birokrat yang mìelìetakkan 

pìengangkatan, pìengisian, jabatan, pìembìeriaan kompìensasi yang dimiliki, bìersifat 

kompìetìetif, dan bìerbasis kinìerja. Prosìedìur mìengìenai pìengangkatan Gìurìu Tidak 

Tìetap prinsip pìelaksanaan sama dìengan ìumìum, hanya ìuntìuk saat ini dikhìusìuskan 

ìuntìuk Gìurìu Tidak Tìetap didasarkan pada Pìeratìuran Mìentri Pìendayagìunaan 

Aparatìur Sipil Nìegara dan Rìeformasi Birokrasi Rìepìublik Indonìesia Nomor 28 

Tahìun 2021 tìentang pìengadaan Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja ìuntìuk 

Jabatan Fìungsional Gìurìu pada Instansi Daìerah Tahìun 2021, bìerikìut prosìedìur yang 

dilakìukan, yaitìu: 

1) Pìersyaratan Pìelamar yang dapat mìelamar sìebagai PPPK Jabatan Fìungsional 

Gìurìu pada Instansi Daìerah Tahìun 2021 tìerdiri atas: 
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a) THK-II; 

b) Gìurìu non-ASN yang tìerdaftar di Dapodik; 

c) Gìurìu Swasta yang tìerdaftar di Dapodik; dan 

d) Lìulìusan PPG. 

2) Pìengadaan PPPK Jabatan Fìungsional Gìurìu Tahìun 2021 dilaksanakan mìelalìui 

tahapan : 

a) Pìerìencanaan, mìerìupakan langkah ìutama dalam mìelakìukam pìerìekrìutan, 

alasannya tanpa adanya pìerìencanaan maka tidak ada dasar ìuntìuk mìelakìukan 

kìegiatan-kìegiatan tìertìentìu dalam rangka mìencapai tìujìuan, ìuntìuk mìengìetahìui 

kìebìutìuhan PPPK gìurìu pìerlìu mìelakìukan pìendataan ìuntìuk mìengìetahìui jìumlah 

formasi yang dibìutìuhkan dan mìenghitìung Tìenaga Honorìer Gìurìu Tidak Tìetap 

Sìekolah Nìegìeri dan Gìurìu Swasta yang bìekìerja dan mìemiliki kìualifikasi 

Ijazah yang liniìer dìengan kìebìutìuhan pada Satìuan Pìendidikan Di Lingkìungan 

Dinas Pìendidikan dan Kìebìudayaan. 

b) Pìengìumìuman Lowongan, pada prosìedìur pìengìumìuman lowongan mìengacìu 

pada Pasal 11 Pìeratìuran Mìentìeri Pìendayagìunaan Aparatìur Nìegara dan 

Rìeformasi Birokrasi Rìepìublik Indonìesia Nomor 2 Tahìun 2019 tìentang 

Pìengadaan Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja. Pìengìumìuman 

dilakìukan paling singkat 15 hari kìerja. Pìengìumìuman lowongan paling sìedikit 

mìengìenai Pìersyaratan Pìelamar, Jìumlah lowongan jabatan, kìualifikasi 

jabatan, waktìu dan alamat pìendaftaran. 

c) Sìelìeksi, pada pìengadaan PPPK Gìurìu tìerdiri dari tiga tahap, yaitìu : 

1. Sìelìeksi administrasi, dilakìukan dalam rangka mìencocokkan antara 

pìersyaratan administrasi dokìumìen pìelamar dìengan dokìumìen yang ada 

pada DAPODIK, Panitia sìelìeksi/tim sìelìeksi pìengadaan PPPK Gìurìu 

mìelaksanakan sìelìeksi administrasi tìerhadap sìelìurìuh dokìumìen pìelamar; 

2. Sìelìeksi kompìetìensi, dilakìukan dìengan maksìud ìuntìuk mìenilai kìesìesìuaian 

antar kompìetìensi dasar yang dimiliki olìeh pìelamar dìengan standar 

kompìetìensi dasar PPPK Gìurìu. Sìelìeksi Kompotìensi tìerdiri dari sìelìeksi 

manajìerial, sosial kìultìural dan tìeknis. 

3. Sìelìeksi Wawancara, sìebagaimana dimaksìud adalah ìuntìuk mìenilai 

intìegritas dan moralitas sìebagai bahan pìenìetapan hasil sìelìeksi. Kritìeria 
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nilai ambang batas tìersìebìut digìunakan ìuntìuk mìempìertimbangkan 

kìelayakan sìumbìer daya aparatìur yang akan dipilih agar saat bìekìerja dapat 

dilakìukan sìemaksimal mìungkin ìuntìuk mìenghasilkan pìemìerintahan yang 

baik, adil, jìujìur, mìerata dan bìerkìesinambìungan. 

d) Pìengìumìuman Hasil Sìelìeksi, sìetìelah mìelalìui 3 tahapan sìelìeksi bagi pìelamar 

yaitìu Gìurìu Tidak Tìetap pada Sìekolah Nìegìeri/Gìurìu Tìetap Yayasan pada 

Sìekolah Swasta yang dinyatakan lìulìus sìelìeksi akan diìumìumkan sìecara 

tìerbìuka olìeh Pìejabat Pìembina Kìepìegawaian (PPK). Pìesìerta yang dinyatakan 

lìulìus sìelìeksi kìemìudian diangkat dan ditìetapkan mìenjadi PPPK olìeh PPK. 

e) Pìengangkatan PPPK Gìurìu, hasil sìelìeksi kompìetìensi diìumìumkan olìeh panitia 

ataìu tim sìelìeksi dìengan pìeratìuran pìerìundangan. 

 

2.2 Kìewìenangan Pìemìerintah  

2.2.1 Pìengìertian Kìewìenangan Pìemìerintah 

Kìewìenangan adalah hak ìuntìuk mìelakìukan sìesìuatìu ataìu mìemìerintah orang lain 

ìuntìuk mìelakìukan ataìu tidak mìelakìukan sìesìuatìu agar tìercapai tìujìuan tìertìentìu. 

Kìewìenangan biasanya dihìubìungkan dìengan kìekìuasaan. Pìenggìunaan kìewìenangan 

sìecara bijaksana mìerìupakan faktor kritis bagi ìefìektivitas organisasi. Kìewìenangan 

digìunakan ìuntìuk mìencapai tìujìuan pihak yang bìerwìenang. Karìena itìu, kìewìenangan 

biasanya dikaitkan dìengan kìekìuasaan.14 

Kìewìenangan mìerìupakan kìekìuasaan formal yang bìerasal dari Undang-Undang, 

kìewìenang mìerìupakan hasil dìelìegasi ataìu pìelimpahan wìewìenang dari posisi atasan 

kìebawahan didalam organisasi. Dìengan adanya wìewìenang sìegala pìeratìuran dan 

norma-norma akan dipatìuhi olìeh sìemìua masyarakat. Dìengan dìemikian wìewìenang 

akan mìuncìul sìehìubìungan dìengan kìewìenangan yang dimiliki olìeh pìemimpin, 

wìewìenang tìersìebìut dapat bìerìupa lisan maìupìun tìulisan yang didasari olìeh Undang-

Undang yang bìerlakìu dan disìetìujìui olìeh sìemìua pihak.15 

 

 
14 Evi Fitriyaìni Aìuliaì “Kìekìuaìsaìaìn daìn Kìewìenaìngaìn”, (Onlinìe), 

(http://www.kompaìsiaìnaì.com/ìepoooy19/kìekìuaìsaìaìn-daìn-kìewìenaìngaìn,diaìksìes 5 Jìuni 2025). 
15 Praìjìudi Atmosìudirdjo. Hìukìum Administraìsi Nìegaìraì. Jaìkaìrtaì. Ghaìliaì Indonìesiaì. hlm. 78 
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Kìewìenangan pìemìerintah (aìuthority of govìernmìent) adalah kìekìuasaan ataìu hak yang 

dimiliki pìemìerintah ìuntìuk mìenjalankan fìungsi dan tìugasnya bìerdasarkan hìukìum 

yang bìerlakìu. Kìewìenangan ini mìelipìuti bìerbagai aspìek pìemìerintahan, mìulai dari 

mìembìuat kìebijakan hingga mìengawasi pìelaksanaannya. Kìekìuasaan yang dibìerikan 

kìepada pìemìerintah ìuntìuk bìertindak dalam ranah hìukìum pìublik mìencakìup hak 

ìuntìuk mìembìuat kìepìutìusan, mìengìelìuarkan kìebijakan, dan mìengawasi pìelaksanaan 

kìebijakan tìersìebìut. 

Sìumbìer kìewìenangan dipìerolìeh mìelalìui bìebìerapa cara ataìu mìetodìe, dalam hal ini 

dapat dibìedakan mìenjadi 3 (tiga) macam sìumbìer kìewìenangan yang tìerdiri dari :16 

1. Sìumbìer Atribìusi yaitìu wìewìenang asli karìena dipìerolìeh ataìu bìersìumbìer langsìung 

dari pìeratìuran pìerìundang-ìundangan kìepada badan/organ nìegara. pìembìerian 

kìewìenangan pada badan ataìu lìembaga/pìejabat Nìegara tìertìentìu baik olìeh 

pìembìentìuk Undang-Undang Dasar maìupìun pìembìentìuk Undang-Undang. 

Sìebagai contoh : Atribìusi kìekìuasaan Prìesidìen dan DPR ìuntìuk mìembìentìuk 

Undang-Undang. 

2. Sìumbìer Dìelìegasi yaitìu pìelimpahan sìuatìu wìewìenang olìeh badan pìemìerintahan 

yang mìempìerolìeh wìewìenang atribìutif kìepada badan pìemìerintahan lainnya. 

Sìebagai contoh : Pìelaksanaan pìersìetìujìuan DPRD tìentang pìersìetìujìuan calon 

Wakil Kìepala Daìerah. 

3. Sìumbìer Mandat yaitìu wìewìenang yang dipìerolìeh dìengan cara pìelimpahan 

wìewìenang dari organ nìegara kìepada organ nìegara lainnya. pìelimpahan 

kìewìenangan dan tanggìung jawab masih dipìegang olìeh sipìembìeri mandat, 

Pìenìerima mandat hanya mìenjalankan wìewìenang pìembìeri mandat, sìehingga 

tidak dapat bìertindak ìuntìuk dan atas nama sìendiri. Sìebagai contoh : Tanggìung 

jawab mìembìeri kìepìutìusan-kìepìutìusan olìeh mìentìeri dimandatkan kìepada 

bawahannya. 

Bìerdasarkan tiga sìumbìer kìewìenangan tìersìebìut, atribìusi mìerìupakan sìumbìer yang 

lazim digariskan mìelalìui pìembagian kìekìuasaan olìeh Undang-Undang Dasar, 

bìerbìeda dari dìelìegasi dan mandat mìerìupakan kìewìenangan yang bìerasal dari 

pìelimpahan wìewìenang. Prosìedìur pìelimpahan wìewìenang dìelìegasi bìerasal dari satìu 

orang pìemìerintah kìepada organ pìemìerintahan lainnya sìesìuai pìeratìuran pìerìundang-

ìundangan dìengan tanggìung jawab bìeralih kìe pìenìerima dìelìegasi, sìedangkan 

prosìedìur pìelimpahan wìewìenang mandat dalam rangka hìubìungan atasan bawahan 

yang bìersifat rìutin dìengan tanggìung jawab tìetap pada pìembìeri mandat.  

 

 
16 Sony Pìungìus “Tìeori Kìewìenaìngaìn”,(Onlinìe), (http://sonny tobìelo.blogspot.com/2011/ 

01/tìeori-kìewìenaìngaìn.html, diaìksìes 5 Jìuni 2025. 
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2.2.2 Jìenis-Jìenis Kìewìenangan Pìemìerintah 

Kìewìenangan dapat dibìedakan bìerdasarkan sìumbìernya, kìepìentingannya, tìerritorial, 

rìuang lingkìupnya, dan mìenìurìut ìurìusan pìemìerintahan. Bìerdasarkan sìumbìernya 

wìewìenang dibìedakan mìenjadi dìua yaitìu wìewìenang pìersonal dan wìewìenang ofisial. 

Wìewìenang pìersonal, bìersìumbìer pada intìelìegìensi, pìengalaman, nilai ataìu norma, 

dan kìesanggìupan ìuntìuk mìemimpin. Sìedangkan wìewìenang ofisial mìerìupakan 

wìewìenang rìesmi yang di tìerima dari wìewìenang yang bìerada di atasnya.17 

Kìewìenangan mìenìurìut Max Wìebìer ada ìempat macam, mìelipìuti : 

1. Wìewìenang kharismatis, tradisional dan rasional (lìegal); 

2. Wìewìenang rìesmi dan tidak rìesmi; 

3. Wìewìenang pribadi dan tìerritorial; sìerta 

4. Wìewìenang tìerbatas dan mìenyìelìurìuh.18 

Jìenis-jìenis kìewìenangan mìenìurìut Black’s Law Dictionary, dapat dibìedakan mìenjadi 

tìujìuh bìelas macam, mìelipìuti: 

1. thìe powìer dìelìegatìed (kìewìenangan dìelìegasi); 

2. lìegal powìer (kìekìuasaan hìukìum); 

3. apparìent aìuthority (kìewìenangan nyata); 

4. aìuthority by ìestoppìels (kìewìenangan ìuntìuk mìenyangkal); 

5. aìuthority coìuplìed with an intìerìest (kìewìenangan yang digabìungkan dìengan 

kìepìentingan); 

6. ìexprìess aìuthority (kìewìenangan yang dibìerikan sìecara jìelas, apakah dalam 

bìentìuk tìertìulis ataìu lisan); 

7. gìenìeral aìuthority (kìewìenangan ìumìum); 

8. impliìed aìuthority (kìewìenangan yang tìersirat); 

9. actìual aìuthority (kìewìenangan yang bìenar-bìenar ada/tìerjadi); 

10. incidìental aìuthority (kìewìenangan yang bìersifat kìebìetìulan); 

11. infìerrìed aìuthority (kìewìenangan dalam mìengambil kìepìutìusan/kìesimpìulan); 

12. inhìerìent aìuthority (kìewìenangan yang tidak bisa dipisahkan); 

13. limitìed aìuthority (kìewìenangan yang tìerbatas); 

14. nakìed aìuthority (kìewìenangan yang tìerbìuka); 

15. ostìensiblìe aìuthority (kìewìenangan sìemìu / pìura-pìura); 

16. spìecial aìuthority (kìewìenangan khìusìus), dan  

17. ìunlimitìed aìuthority (kìewìenangan yang tidak tìerbatas).19 

 

 

 
17 Saìlim HS. daìn Erlis Sìeptiaìnaì Nìurbaìni, Pìenìeraìpaìn Tìeori Hìukìum paìdaì Pìenìelitiaìn Tìesis daìn 

Disìertaìsi, RaìjaìGraìfindo Pìersaìdaì, Jaìkaìrtaì, 2014, hlm. 187. 
18 Soìerjono Soìekaìnto, Sosiologi Sìuaìtìu Pìengaìntaìr, RaìjaìGraìfindo Pìersaìdaì, Jaìkaìrtaì, 2005, hlm. 

280-288. 
19 Hìenry Caìmpbìell Blaìck,Op. Cit., hlm. 189. 
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Sìelain yang dikìemìukakan diatas, kìewìenangan jìuga dibagi bìerdasarkan ìurìusan 

pìemìerintahan sìepìerti yang tìercantìum pada Pasal 1 angka 5 Pìeratìuran Pìemìerintah 

Nomor 38 Tahìun 2007 tìentang Pìembagian Urìusan Pìemìerintahan, mìenyatakan 

bahwa: “Fìungsi-fìungsi pìemìerintahan yang mìenjadi hak dan kìewajiban sìetiap 

tingkatan dan/ataìu sìusìunan pìemìerintahan ìuntìuk mìengatìurdan mìengìurìus fìungsi-

fìungsi tìersìebìut yang mìenjadi kìewìenangannya dalam rangka mìelindìungi, mìelayani, 

mìembìerdayakan, dan mìenyìejahtìerakan masyarakat”. 

Mìenìurìut Pasal 2 ayat (2) Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 38 Tahìun 2007 tìentang 

Pìembagian Urìusan Pìemìerintahan, ada tiga tingkatan pìemìerintahan di dalam 

mìenjalankan ìurìusan pìemìerintahan, mìelipìuti: 

1. Pìemìerintah 

a) Politik Lìuar Nìegìeri; 

b) Pìertahanan; 

c) Kìeamanan; 

d) Yìustisi; 

e) Monìetìer dan Fiscal Nasional; Sìerta 

f) Agama. 

2. Pìemìerintah Provinsi 

a) Kìewìenangan wajib, yakni mìerìupakan kìewìenangan olìeh pìemìerintah daìerah 

provinsi bìerkaitan dìengan pìelayanan dasar, dan tìerdapat tidak kìurang dari dìua 

pìulìuh ìenam kìewìenangan wajib pìemìerintah provinsi; 

b) Kìewìenangan pilihan, yakni ìurìusan yang sìecara nyata ada dan bìerpotìensi 

ìuntìuk mìeningkatkan kìesìejahtìeraan masyarakat sìedsìuai dìengan kondisi, 

kìekhasan, dan potìensi ìunggìulan daìerah yang bìersangkìutan. 

3. Pìemìerintah Kabìupatìen/Kota.  

a) Kìewìenangan wajib, kìewìenangan tidak kìurang dari dìua pìulìuh ìenam 

kìewìenangan, sìepìerti : pìendidikan, kìesìehatan, lingkìungan hidìup, pìekìerjaan 

ìumìum, pìenataan rìuasng, pìerìencanaan pìembangìunan, dan sìebagainya; 

b) Kìewìenangan pilihan pìemìerintah kabìupatìen/kota mìelipìuti antara lain: 

kìelaìutan dan pìerikanan, pìertanian, kìehìutanan, ìenìergi dan sìumbìer minìeral, dan 

sìebagainya. 
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2.2.3 Kìewìenangan Pìemìerintah Tìerkait PPPK 

Kìewìenangan pìemìerintah tìerkait Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja 

(PPPK) mìelipìuti pìerìencanaan, pìengadaan, pìenandatanganan kontrak, 

pìengangkatan, pìemindahan, pìembìerhìentian, dan pìengìelolaan tìerkait hak dan 

kìewajiban PPPK. Pìemìerintah pìusat dan daìerah, mìelalìui Pìejabat Pìembina 

Kìepìegawaian (PPK), mìemiliki kìewìenangan ini, sìerta mìembìerikan pìerlindìungan 

dan pìengìembangan kompìetìensi PPPK. 

a. Pìerìencanaan dan Pìengadaan: Sìetiap instansi pìemìerintah mìerìencanakan 

pìelaksanaan pìengadaan Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) 

sìesìuai dìengan kìebìutìuhan, tìermasìuk pìerìencanaan sìelìeksi, pìenìentìuan kìualifikasi, 

dan sìebagainya. 

b. Pìenandatanganan Kontrak: Pìejabat Pìembìuat Komitmìen (PPK) mìenandatangani 

pìerjanjian kìerja dìengan Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK), 

mìenìetapkan jangka waktìu, hak, dan kìewajiban Pìegawai Pìemìerintah dìengan 

Pìerjanjian Kìerja (PPPK). 

c. Pìengangkatan, Pìemindahan, dan Pìembìerhìentian: Pìejabat Pìembìuat Komitmìen 

(PPK) mìemiliki wìewìenang ìuntìuk mìengangkat Pìegawai Pìemìerintah dìengan 

Pìerjanjian Kìerja (PPPK), mìemindahkannya kìe jabatan lain, dan 

mìembìerhìentikannya sìesìuai kìetìentìuan. 

d. Pìengìelolaan PPPK: Pìejabat Pìembìuat Komitmìen (PPK) bìertanggìung jawab 

dalam mìengìelola Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK), 

tìermasìuk pìembìerian gaji dan tìunjangan, cìuti, pìerlindìungan, dan pìengìembangan 

kompìetìensi. 

e. Pìerlindìungan dan Pìengìembangan Kompìetìensi: Pìemìerintah mìembìerikan 

pìerlindìungan bìerìupa jaminan kìesìehatan, kìecìelakaan kìerja, kìematian, dan 

bantìuan hìukìum kìepada PPPK. Pìengìembangan kompìetìensi PPPK jìuga mìenjadi 

tanggìung jawab pìemìerintah 

f. Hak dan Kìewajiban: Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) 

mìemiliki hak dan kìewajiban yang diatìur dalam Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 49 

Tahìun 2018 tìentang Manajìemìen PPPK, yang pada dasarnya sama dìengan hak 

dan kìewajiban PNS, kìecìuali tìunjangan pìensiìun. 

g. Pìembinaan dan Pìengawasan: Pìemìerintah mìelakìukan pìembinaan dan 

pìengawasan tìerhadap pìelaksanaan pìembayaran gaji dan tìunjangan PPPK, sìerta 

mìemastikan kìepatìuhan tìerhadap pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. 

Pìemìerintah mìemiliki kìewìenangan yaitìu mìenìetapkan pìengangkatan Pìegawai 

Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) sìetìelah mìelalìui prosìes sìelìeksi yang 

tìelah ditìentìukan, mìenìetapkan pìemindahan PPPK kìe jabatan lain di dalam instansi 

yang sama ataìu kìe instansi lain sìesìuai kìebìutìuhan, dan mìenìetapkan pìembìerhìentian 

Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) apabila tìerjadi pìelanggaran 

disiplin bìerat, tidak mìemìenìuhi standar kompìetìensi, ataìu alasan lain yang diatìur 

dalam pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. 
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2.3 Tinjaìuan Umìum Tìentang Gìurìu 

2.3.1 Pìeran Gìurìu 

Gìurìu mìempìunyai pìeranan yang sangat pìenting, sìehingga bìukan hal yang tìerlalìu 

bìerlìebihan jika ada pìenilaian bahwa bìerhasil tidaknya prosìes pìendidikan tìergantìung 

pada pìeranan gìurìu. Walaìupìun pìeranannya sangat mìenìentìukan namìun harìus disadari 

bahwasanya gìurìu bìukan satìu-satìunya pìenìentìu kìebìerhasilan ataìu kìegagalan 

pìembìelajaran. Dari sisi lain, gìurìu sìering dicitrakan mìemiliki pìeran ganda yang 

dikìenal dìengan EMASLIMDEF (ìedìucator, managìer, administrator, sìupìervisor, 

lìeadìer, innovator, dinamisator, ìevalìuator, dan fasilitator). 

Pìeranan pìendidik dalam intìeraksi pìendidikan, yaitìu:20 

a. Edìucator mìerìupakan pìeran yang ìutama dan tìerìutama, khìusìusnya ìuntìuk pìesìerta 

didik pada jìenjang pìendidikan dasar (SD dan SMP). P ìeran ini lìebih tampak 

sìebagai tìeladan bagi pìesìerta didik, sìebagai rolìe modìel, mìembìerikan contoh 

dalam hal sikap dan pìerilakìu, dan mìembìentìuk kìepribadian pìesìerta didik. 

b. Managìer adalah dimana sìeorang pìendidik mìemiliki pìeran ìuntìuk mìenìegakkan 

kìetìentìuan dan tata tìertib yang tìelah disìepakati bìersama di sìekolah, mìembìerikan 

arahan ataìu rambìu-rambìu kìetìentìuan agar tata tìertib di sìekolah dapat 

dilaksanakan dìengan sìebaik-baiknya olìeh warga sìekolah. 

c. Administrator, gìurìu mìemiliki pìeran ìuntìuk mìelaksanakan administrasi sìekolah, 

sìepìerti mìengisi bìukìu prìesìensi siswa, bìukìu daftar nilai, bìukìu rapor, administrasi 

kìurikìulìum, administrasi pìenilaian dan sìebagainya. Bahkan sìecara administrativìe 

para gìurìu jìuga sìebaiknya mìemiliki rìencana mìengajar, program smìestìer dan 

program tahìunan, dan yang paling pìenting adalah mìenyampaikan rapor ataìu 

laporan pìendidikan kìepada orang tìua siswa dan masyarakat. 

d. Sìupìervisor tìerkait dìengan pìembìerian bimbingan dan pìengawasan kìepada pìesìerta 

didik, mìemahami pìermasalahan yang dihadapi pìesìerta didik, mìenìemìukan 

pìermasalahan yang tìerkait dìengan prosìes pìembìelajaran, dan akhirnya 

mìembìerikan jalan kìelìuar pìemìecahan masalahnya. 

e. Lìeadìer bagi gìurìu lìebih tìepat dibandingkan dìengan pìeran sìebagai managìer. 

Karìena managìer bìersifat kakìu dìengan kìetìentìuan yang ada. Dari aspìek pìenìegakan 

 
20 Sìupaìrlaìn, Mìenjaìdi Gìurìu Efìektif, ( Yogyaìkaìrtaì: Hikaìyaìt Pìublishing, 2005), hlm 29. 
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disiplin misalnya, gìurìu lìebih mìenìekankan disiplin mati. Sìemìentara itìu, sìebagai 

lìeadìer gìurìu lìebih mìembìerikan kìebìebasan sìecara bìertanggìung jawab kìepada 

pìesìerta didik. Dìengan dìemikian, disiplin yang tìelah ditìegakkan olìeh gìurìu dari 

pìeran sìebagai lìeadìer ini adalah disiplin hidìup. 

f. Innovator, sìeorang gìurìu harìus mìemiliki kìemaìuan bìelajar yang cìukìup tinggi 

ìuntìuk mìenambah pìengìetahìuan dan kìetìerampilannya sìebagai gìurìu. Tanpa adanya 

sìemangat bìelajar yang tinggi, mìustahil bagi gìurìu dapat mìenghasilkan inovasi-

inovasi yang bìermanfaat. 

g. Motivator tìerkait dìengan pìeran sìebagai ìedìucator dan sìupìervisor. Untìuk 

mìeningkatkan sìemangat dan gairah bìelajar yang tinggi, siswa pìerlìu mìemiliki 

motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam dirinya sìendiri (intrisik) maìupìun 

dari lìuar (ìekstrinsik), yang ìutamanya bìerasal dari gìurìunya sìendiri. 

 

2.3.2 Kodìe Etik Gìurìu 

Kodìe ìetik gìurìu ataìu pìendidik adalah norma-norma yang mìengatìur hìubìungan 

kìemanìusiaan antara pìendidik dan pìesìerta didik, orang tìua pìesìerta didik, kolìeganya, 

sìerta dìengan atasannya. Kodìe ìetik gìurìu tìerdiri dari : 

a. Mìenìerima sìegala problìem pìesìerta didik dìengan hati dan sikap tìerbìuka; 

b. Bìersikap pìenyantìun dan pìenyayang; 

c. Mìenjaga kìewibawaan dan kìehormatannya dalam bìertindak; 

d. Mìenghindari dan mìenghilangkan sifat angkìuh tìerhadap dirinya; 

e. Bìersifat mìerìendah kìetika mìenyatìu dìengan kìelompok masyarakat; 

f. Mìenghilangkan aktivitas yang tidak bìergìuna dan sia-sia; 

g. Bìersifat lìemah lìembìut dalam mìenghadapi pìesìerta didik yang tingkat IQnya 

rìendah; 

h. Mìenghilangkan sifat marah; 

i. Mìempìerbaiki sikap anak didiknya, dan bìersikap lìemah lìembìut tìerhadap pìesìerta 

didik yang kìurang lancar bicaranya; 

j. Mìeninggalkan sifat yang mìenakìutkan pada pìesìerta didik yang bìelìum mìengìerti 

mìengìetahìui ataìu mìemahami; 

k. Bìerìusaha mìempìerhatikan pìernyataan-pìernyataan pìesìerta didik walaìupìun 

pìernyataan itìu tidak bìermìutìu; 

l. Mìenìerima kìebìenaran dari pìesìerta didik yang mìembantahnya; 

m. Mìenjadikan kìebìenaran sìebagai acìuan prosìes pìendidikan walaìupìun kìebìenaran itìu 

datangnya dari pìesìerta didik; 

n. Mìencìegah dan mìengontrol pìesìerta didik mìempìelajari ilmìu yang 

mìembahayakan; 

o. Mìengaktìualisasikan informasi yang akan diajarkan kìepada pìesìerta didik.21 

 
21 Mìunaìrdji, Ilmìu Pìendidikaìn Islaìm (Jaìkaìrtaì: PT. Binaì Ilmìu, 2004) haìl. 70 
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2.3.3 Pìengìertian Gìurìu Honorìer 

Gìurìu mìerìupakan orang yang harìus digìugìu dan ditirìu. Dikatakan digìugìu (dipìercaya) 

karìena gìurìu mìemiliki sìepìerangkat yang mìemadai, yang karìenanya ia mìemiliki 

wawasan dan pandangan yang lìuas dalam mìelihat kìehidìupan ini. Dikatakan ditirìu 

(diikìuti) karìena gìurìu mìemiliki kìepribadian yang ìutìuh, yang karìenanya sìegala tindak 

tandìuknya patìut dijadikan sìuri taìuladan olìeh pìesìerta didiknya.22 

Gìurìu adalah orang dìewasa yang sìecara sadar bìertanggìung jawab dalam mìendidik, 

mìengajar dan mìembimbing pìesìerta didik. Orang yang disìebìut gìurìu adalah orang 

yang mìemiliki kìemampìuan mìerancang program pìembìelajaran sìerta mampìu mìenata 

dan mìengìelola kìelas agar pìesìerta didik dapat bìelajar dan pada akhirnya dapat 

mìencapai tingkat kìedìewasaan sìebagai tìujìuan akhir dari prosìes pìendidikan.23 

Pìendidik pìertama dan ìutama tìerhadap anak-anak adalah orang tìua, dalam rìealitanya 

banyak sìekali dijìumpai orang tìua yang tidak sìelamanya mìemiliki waktìu yang 

lìelìuasa gìuna mìendidik anak-anaknya. Sìelain karìena tingkat kìesibìukan kìerja, tingkat 

ìefìektifitas dan ìefisiìensi pìendidikan tidak akan baik jika pìendidikan hanya dikìelola 

sìecara alamiah. Dalam kontìeks ini, anak lazimnya dimasìukkan kìe dalam lìembaga 

sìekolah, yang karìenanya dìefinisi pìendidik di sini adalah mìerìeka yang mìembìerikan 

pìelajaran pìesìerta didik. Pìenyìerahan pìesìerta didik kìe sìebìuah lìembaga tìertìentìu, 

bìukan bìerarti tangìung jawab orang tìua bìergìesìer dan bìerpindah kìepada sìekolah, 

namìun orang tìua tìetap mìempìunyai andil yang bìesar dalam prosìes pìembinaan dan 

pìendidikan anaknya. 

Pìendidik dalam lingkìungan kìelìuarga adalah orang tìua. Hal ini disìebabkan karìena 

sìecara alami anak-anak pada masa-masa awal kìehidìupannya bìerada di tìengah-

tìengah ayah dan ibìunya. Dari mìerìekalah anak-anak mìulai mìengìenal pìendidikannya. 

Dasar pandangan hidìup, sikap hidìup, dan kìetìerampilan hidìup banyak tìertanam 

sìejak anak bìerada di tìengah orang tìuanya. Sìedangkan pìendidikan di lìembaga 

pìendidikan prasìekolahan disìebìut dìengan gìurìu, yang mìelipìuti gìurìu madrasah, ataìu 

sìekolah sìejak taman kanak-kanak, sampai pìendidikan tinggi. 

 
22 Mìuhaìmmaìd Mìuntaìhibìun Naìfis, Ilmìu Pìendidikaìn Islaìm,(Yogyaìkaìrtaì: Tìeraìs, 2011), hlm. 91 
23 Haìmzaìh B. Uno, Profìesi Kìepìendidikaìn,(Jaìkaìrtaì: Bìumi Aksaìraì, 2011), haìl. 15 
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Mìenìurìut Undang-Undang Nomor 5 Tahìun 2014 tìentang Aparatìur Sipil Nìegara, 

Gìurìu honorìer ataìu dapat disìebìut sìebagai gìurìu tidak tìetap adalah gìurìu yang diangkat 

ìuntìuk jangka waktìu tìertìentìu gìuna mìelaksanakan tìugas lìembaga pìendidikan yang 

bìersifat tìeknis profìesional dan administrasi sìesìuai dìengan kìebìutìuhan dan 

kìemampìuan pihak sìekolah. Mìenìurìut Pìeratìuran Kìemìentìerian Pìendayagìunaan 

Aparatìur Nìegara dan Rìeformasi Birokrasi (KìemìenPAN-RB) mìengìenai Gìurìu 

honorìer tìerdiri atas bìebìerapa kìelompok, yaitìu: 

a. Bìerdasarkan naìungan kìemìentìerian tìerdiri dari Gìurìu Honorìer Kìemìenag dan Gìurìu 

Honorìer Kìemìendikbìud; 

b. Bìerdasarkan tìempat pìengabdiannya tìerdiri dari Gìurìu Honorìer di sìekolah swasta 

dan Gìurìu Honorìer di sìekolah nìegìeri; 

c. Bìerdasarkan katìegori honorìer yang pìengabdiannya sìebìelìum Tahìun 2005 : 

1) Honorìer katìegori kìe 1 (K1) adalah kìelompok kìehormatan sìemìentara yang 

mìenandai gaji sìecara langsìung dibiayai olìeh APND. Dimana pìetìugas honorìer 

yang masìuk dalam katìegori K1 yang bìekìerja di badan-badan nìegara. Honorìer 

K1 mìemiliki kìemanpìuan sìegìera diangkat mìenjadi PNS; 

2) Honorìer katìegori kìe 2 (K2) adalah kìelompok tìenaga honorìer yang diangkat 

pada 1 janìuari 2005, tìetapi pìerbìedaannya adalah mìerìeka tidak mìenìerima gaji 

dari anggaran APBN. Untìuk katìegori kìedìua tìenaga honorìer yang ingin 

mìenìunjìuk sìebagai pìelayan pìublik, ia harìus lìulìus tìes ataìu pilihan pìertama; 

3) Honorìer katìegori kìe 3 (K3) kìurang popìulìer dibandingkan dìengan K1 

kìehormatan dan K2. K3 pìekìerja sìemìentara (tanpa katìegori) adalah tìenaga 

honorìer yang diangkat sìetìelah tahìun 2005- 2008; 

d. Bìerdasarkan katìegori honorìer yang mìengabdinya sìetìelah Tahìun 2005 tìerdiri atas 

Gìurìu honorìer non katìegori yang mìengabdi di sìekolah swasta dan Gìurìu honorìer 

non katìegori yang mìengabdi di sìekolah nìegìeri. Gìurìu honorìer yang SK 

pìengabdiannya diatas Tahìun 2005 sìering jìuga disìebìut dìengan gìurìu honorìer non 

katìegori. 
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2.3.4 Syarat-Syarat Pìengangkatan Gìurìu Honorìer 

Pìengangkatan Gìurìu Honorìer ataìu Gìurìu dìengan PPPK diangkat sìebagai Pìegawai 

dìengan Pìerjanjian Kìerja olìeh Pìejabat Pìembina Kìepìegawaian sìesìuai dìengan 

kìebìutìuhan Instansi Pìemìerintah. PPPK bìerhak mìempìerolìeh gaji dan tìunjangan, cìuti, 

pìerlindìungan dan pìengìembangan kompìetìensi.24 Pìengadaan calon PPPK mìerìupakan 

kìegiatan ìuntìuk mìemìenìuhi kìebìutìuhan pada Instansi Pìemìerintah. Pìengadaan calon 

PPPK dilakìukan mìelalìui tahapan pìerìencanaan, pìengìumìuman, lowongan, 

pìelamaran, sìelìeksi, pìengìumìuman hasil sìelìeksi, dan pìengangkatan mìenjadi PPPK.25 

Pìenìerimaan calon PPPK dilaksanakan olìeh Instansi Pìemìerintah mìelalìui pìenilaian 

sìecara objìektif bìerdasarkan kompìetìensi, kìualifikasi, kìebìutìuhan Instansi 

Pìemìerintah, dan pìersyaratan lain yang dibìutìuhkan dalam jabatan.26 

Pìengangkatan calon PPPK ditìetapkan dìengan kìepìutìusan Pìejabat Pìembina 

Kìepìegawaian pada BKN ìuntìuk Instansi Pìusat dan BKD ìuntìuk instansi daìerah. Masa 

pìerjanjian kìerja paling singkat 1 (satìu) tahìun dan dapat dipìerpanjang sìesìuai dìengan 

kìebìutìuhan dan bìerdasarkan pìenilaian kinìerja. PPPK tidak dapat diangkat sìecara 

otomatis mìenjadi calon PNS. Untìuk dapat diangkat mìenjadi calon PNS, PPPK 

harìus mìengikìuti sìemìua prosìes sìelìeksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sìesìuai 

dìengan kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan. 

Pìengangkatan Gìurìu Honorìer ataìu Gìurìu dìengan PPPK dipìertìegas dìengan PP No. 48 

Tahìun 2005 sìebagaimana diìubah bìebìerapa kali tìerakhir dìengan PP No. 56 Tahìun 

2012 tìentang Pìengangkatan Tìenaga Honorìer mìenjadi CPNS. Pìengangkatan tìenaga 

honorìer mìenjadi CPNS diprioritaskan bagi yang mìelaksanakan tìugas sìebagai gìurìu, 

tìenaga kìesìehatan pada sarana pìelayanan kìesìehatan, tìenaga pìenyìulìuh di bidang 

pìertanian, pìerikanan, pìetìernakan dan tìenaga tìeknis lainnya yang sangat dibìutìuhkan 

pìemìerintah. Dapat dikatakan bahwa pìengangkatan ìuntìuk gìurìu honorìer mìenjadi 

CPNS dapat dilaksanakan mìelalìui vìerifikasi dan validasi Tim yang dibìentìuk olìeh 

Badan Kìepìegawaian Nìegara dan sìesìuai dìengan kìetìentìuan dalam PP No. 56 Tahìun 

2012 tìentang Pìengangkatan Tìenaga Honorìer mìenjadi CPNS. 

 
24 Paìsaìl 22 Undaìng-Undaìng No. 5 Taìhìun 2014 tìentaìng ASN 
25 Paìsaìl 96 Undaìng-Undaìng No. 5 Taìhìun 2014 tìentaìng ASN 
26 Paìsaìl 97 Undaìng-Undaìng No. 5 Taìhìun 2014 tìentaìng ASN 
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Sìurat Edaran Mìentìeri Dalam Nìegìeri Rìepìublik Indonìesia Nomor 814.1/169/SJ 

tanggal 10 Janìuari 2013 mìenìegaskan tìentang larangan pìengangkatan honorìer 

sìetìelah tahìun 2005 kìepada sìelìurìuh Gìubìernìur, Walikota dan Bìupati di sìelìurìuh 

Indonìesia, bìerikìut isinya: 

1) Bahwa bìerdasar Pasal 8 Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 48 Tahìun 2005 tìentang 

Pìengangkatan Tìenaga Honorìer mìenjadi CPNS sìebagaimana bìebìerapa kali 

diìubah, tìerakhir dìengan Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 56 Tahìun 2012 dinyatakan 

bahwa: “Sìejak ditìetapkannya Pìeratìuran Pìemìerintah ini, sìemìua Pìejabat Pìembina 

Kìepìegawaian dan pìejabat lain di lingkìungan instansi, dilarang mìengangkat 

tìenaga honorìer ataìu yang sìejìenis, kìecìuali ditìetapkan dìengan Pìeratìuran 

Pìemìerintah.” 

2) Sìehìubìungan dìengan hal tìersìebìut di atas, kami tìegaskan bahwa: 

a) Gìubìernìur dan Bìupati/Walikota dilarang mìengangkat lagi tìenaga honorìer ataìu 

yang sìejìenisnya; 

b) Pìemìerintah tidak akan mìengangkat lagi tìenaga honorìer ataìu yang sìejìenisnya 

mìenjadi Calon Pìegawai Nìegìeri Sipil; 

c) Apabila Gìubìernìur, Walikota/Bìupati yang masih mìelakìukan pìengangkatan 

tìenaga honorìer dan sìejìenisnya, maka konsìekìuìensi dan dampak pìengangkatan 

tìenaga honorìer ataìu sìejìenisnya mìenjadi tanggìung jawab Pìemìerintah Daìerah. 

Pìeratìuran Mìentìeri Pìendidikan dan Kìebìudayaan Rìepìublik Indonìesia Nomor 26 

Tahìun 2017 tìentang Pìerìubahan atas Pìeratìuran Mìentìeri Pìendidikan dan Kìebìudayaan 

Nomor 8 Tahìun 2017 tìentang Pìetìunjìuk Tìeknis Bantìuan Opìerasional Sìekolah 

mìenyìebìutkan bahwa Komponìen Pìembiayaan BOS dapat dipìergìunakan ìuntìuk 

pìembayaran gìurìu honorìer (hanya ìuntìuk mìemìenìuhi Standar Pìelayanan 

Minimal/SPM), namìun dalam kìetìerangannya gìurìu honorìer yang dimaksìud adalah 

bìukan mìerìupakan gìurìu yang barìu dirìekìut sìetìelah prosìes pìengalihan kìewìenangan, 

gìurìu honor pada sìekolah yang disìelìenggarakan olìeh pìemìerintah daìerah wajib 

mìendapatkan pìenìugasan dari pìemìerintah daìerah dìengan mìempìerhatikan analisis 

kìebìutìuhan gìurìu dan mìenyampaikan tìembìusan pìenìugasan dimaksìud kìepada 

Dirìektìur Jìendìeral Gìurìu dan Tìenaga Kìepìendidikan Kìemìentìerian Pìendidikan dan 

Kìebìudayaan. 
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Pìengangkatan Gìurìu honorìer mìenjadi Gìurìu PPPK mìempìerhatikan ìempat (4) kritìeria 

sìebagai bìerikìut yaitìu : 

1) Pìelamar prioritas (pìelamar prioritas gìurìu dan D-IV bidan pìendidik tahìun 2023) 

2) Eks tìenaga honorìer katìegori II (ìeks THK-II) 

3) Tìenaga non ASN yang tìerdata dalam pangkalan data (databasìe) BKN 

4) Tìenaga non ASN yang aktif bìekìerja di instansi pìemìerintah (tìermasìuk lìulìusan 

PPG ìuntìuk formasi gìurìu di instansi daìerah).27 

Pìengìumìuman hasil sìelìeksi kompìetìensi calon Pìegawai Pìemìerintah dìengan 

Pìerjanjian Kìerja (PPPK) tahap I Tahìun 2024 tìerdapat sìejìumlah kodìe-kodìe 

kìetìerangan yang wajib dikìetahìui para pìelamar sìepìerti kodìe L, R2, R3, dan lain 

sìebagainya. Kodìe R1, R2, dan R3 mìerìupakan kodìe yang digìunakan dalam 

pìengìumìuman kìelìulìusan sìelìeksi Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja 

(PPPK). 

1) Kodìe R1 : R1 digìunakan ìuntìuk pìesìerta lìulìusan bidan pìendidik 

2) Kodìe R2 : R2 digìunakan ìuntìuk pìesìerta yang mìerìupakan ìeks Tìenaga Honorìer 

Katìegori II (THK-II), Data ìeks THK-II sìudah ada di BKN bìerdasarkan 

pìendataan sìebìelìumnya, Pìesìerta R2 yang mìemìenìuhi kritìeria sìesìuai Kìepìutìusan 

Mìentìeri Pìendayagìunaan Aparatìur Nìegara dan Rìeformasi Birokrasi (PANRB) 

Nomor 347 Tahìun 2024 

3) Kodìe R3 : R3 digìunakan ìuntìuk pìesìerta yang mìerìupakan Non Aparatìur Sipil 

Nìegara (Non-ASN) yang tìerdata, Tìenaga non-ASN yang barìu tìerdata 

bìerdasarkan Kìepìutìusan MìenPAN-RB Nomor 347 Tahìun 2024, Non-ASN ataìu 

honorìer yang sìudah masìuk databasìe BKN, tìetapi tidak kìebagian formasi alias 

tidak lìulìus sìelìeksi PPPK. 

Sìelain kodìe R1, R2, dan R3, ada jìuga kodìe-kodìe lain yang digìunakan dalam 

pìengìumìuman kìelìulìusan sìelìeksi PPPK, yaitìu:  

a) L: pìesìerta yang lìulìus sìelìeksi PPPK 

b) R4: pìesìerta non-ASN tidak tìerdata 

c) TH: pìesìerta yang tidak hadir 

d) TMS: pìesìerta tidak mìemìenìuhi syarat 

e) APS: pìesìerta mìengajìukan pìengìundìuran diri 

f) DIS: pìesìerta didiskìualifikasi 

 

 
27 Dìetik ìedìu, https://www.dìetik.com/ìedìu/dìetikpìediaì/d-7566075/ini-4-kritìeriaì-pìelaìmaìr-prioritaìs-

daìlaìm-sìelìeksi-pppk-2024-kaìmìu-tìermaìsìuk diaìksìes paìdaì 7 April 2025 pìukìul 13:00 

https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7566075/ini-4-kriteria-pelamar-prioritas-dalam-seleksi-pppk-2024-kamu-termasuk
https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7566075/ini-4-kriteria-pelamar-prioritas-dalam-seleksi-pppk-2024-kamu-termasuk
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2.4 Pìengìertian dan Dasar Hìukìum Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian 

      Kìerja (PPPK) 

2.4.1 Pìengìertian Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) 

Nìegara Indonìesia tìermasìuk dalam nìegara yang sìedang bìerkìembang. Mìeskipìun 

tìergolong dalam nìegara bìerkìembang, pìemìerintah tidak mìengabaikan tìugas yang 

tìelah dilakìukan manìusia, dan mìemandang manìusia sìebagai pìemìegang pìeranan 

pìenting dimana kìerja sìebagai sìuatìu hasil yang ìutama dan mìulia. Manìusia bìerpìeran 

ìutama dalam mìelaksanakan tìugas dan wìewìenang bìerdasarkan kìualitas dan 

kompìetìen masing-masing ìuntìuk mìewìujìudkan tìujìuan nasional. Kìualitas dan 

kompìetìen manìusia mìerìupakan pìenìentìu ìutama bìerjalan tidaknya sìuatìu organisasi. 

Kìewajiban ìutama pìemìerintah yaitìu mìenjadi pìengìemban Amanat Pìendìeritaan 

Rakyat. Pìemìerintah wajib mìembìerikan pìerlindìungan baik sìecara fisik maìupìun non 

fisik kìepada sìetiap warga nìegara, khìusìusnya para pìekìerja. Bìentìuk pìerlindìungan 

yang dibìerikan pìemìerintah bìerìupa pìeratìuran pìeìundang-ìundangan yang mìengatìur 

tìerkait masalah kìepìegawaian yaitìu Undang-Undang Nomor 5 Tahìun 2014 tìentang 

Aparatìur Sipil Nìegara mìelipìuti waktìu kìerja, cìuti, gaji dan tìunjangan, jaminan sosial, 

dan lain sìebagainya. 

Pìegawai mìerìupakan modal pokok dan wajib mìendapatkan imbalan jasa bìerìupa gaji 

dan tìunjangan dari pìemìerintah ataìu badan swasta atas apa yang tìelah dikìerjakan.28 

Kìebìerhasilan sìuatìu tìujìuan tìertìentìu tìergantìung pada kompìetìen dan kìualitas dari 

pìegawai yang mìelaksanakan tìugas dan wìewìenang. Mìenìurìut Kamìus Umìum Bahasa 

Indonìesia, dìefinisi pìegawai adalah orang-orang yang bìekìerja pada pìemìerintahan 

baik di pìerìusahaan maìupìun tìempat lainnya. 

Pìendapat lain mìenyìebìutkan bahwa pìegawai mìerìupakan tìenaga kìerja manìusia yang 

dibìutìuhkan dan mìenjadi modal ìutama baik sìecara jasmani dan rohani ìuntìuk 

mìewìujìudkan tìujìuan tìertìentìu sìuatìu organisasi.29 Pìegawai tìerbagi mìenjadi dìua yaitìu 

Pìegawai Nìegìeri Sipil dan Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja. Mìenìurìut 

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahìun 2014 tìentang Aparatìur Sipil 

Nìegara mìenjìelaskan dìefinisi Pìegawai Nìegìeri Sipil yaitìu: 

 
28 Mìusaìnìef, Maìnaìjìemìen Kìepìegaìwaìiaìn di Indonìesiaì, Gìunìung Agìung, Jaìkaìrtaì, 1984, hlm 5 
29 A.W.Widjaìjaì, Administraìsi Kìepìegaìwaìiaìn, Raìjaìwaìli, Jaìkaìrtaì, 2006, hlm 113 
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“Warga nìegara Indonìesia yang mìemìenìuhi syarat tìertìentìu, diangkat 

sìebagai Pìegawai ASN sìecara tìetap olìeh pìejabat pìembina kìepìegawaian 

ìuntìuk mìendìudìuki jabatan pìemìerintahan.” 

 

Sìedangkan yang dimaksìud dìengan Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja 

(PPPK) diatìur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahìun 2014 

tìentang Aparatìur Sipil Nìegara yaitìu: 

“Warga nìegara Indonìesia yang mìemìenìuhi syarat tìertìentìu, yang 

diangkat bìerdasarkan pìerjanjian kìerja ìuntìuk jangka waktìu tìertìentìu 

dalam rangka mìelaksanakan tìugas pìemìerintahan.” 

 

Pìegawai yang kompìetìen dan mìemiliki kìetìerampilan dalam bìekìerja akan 

mìenghasilkan sìesìuatìu yang bìergìuna. Pìerlìunya pìenggìerakkan pada pìegawai 

khìusìusnya Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) ìuntìuk mìembantìu 

tìugas dan wìewìenang Pìegawai Nìegìeri Sipil dalam ìupaya mìewìujìudkan tìujìuan 

pìembangìunan nasional. Diangkatnya Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja 

(PPPK) ìuntìuk mìembantìu Pìegawai Nìegìeri Sipil dalam mìenjalankan tìugas dan 

wìewìenangnya dalam mìewìujìudkan tìujìuan pìembangìunan nasional.  

Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) dibìerikan hak dan kìewajiban 

yang sama sìepìerti Pìegawai Nìegìeri Sipil. Kìewajiban Pìegawai Pìemìerintah dìengan 

Pìerjanjian Kìerja diatìur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahìun 2014 

tìentang Aparatìur Sipil Nìegara yaitìu: 

a. sìetia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Nìegara Rìepìublik Indonìesia 

Tahìun 1945 Nìegara Kìesatìuan Rìepìublik Indonìesia dan pìemìerintah yang sah; 

b. mìenjaga pìersatìuan dan kìesatìuan bangsa; 

c. mìelaksanakan kìebijakan yang dirìumìuskan pìejabat pìemìerintah yang bìerwìenang; 

d. mìenaati kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan; 

e. mìelaksanakan tìugas kìedinasan dìengan pìenìuh pìengabdian, kìejìujìuran, kìesadaran, 

dan tanggìung jawab; 

f. mìenìunjìukkan intìegritas dan kìetìeladanan dalam sikap, pìerilakìu, ìucapan dan 

tindakan kìepada sìetiap orang,baik di dalam maìupìun di lìuar kìedinasan; 

g. mìenyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mìengìemìukakan rahasia jabatan 

sìesìuai dìengan kìetìentìuan pìeratìuran pìerìundang-ìundangan; dan 

h. bìersìedia ditìempatkan di sìelìurìuh wilayah Nìegara Kìesatìuan Rìepìublik Indonìesia. 
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2.4.2 Dasar Hìukìum Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) 

Dasar hìukìum Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) mìelipìuti 

Undang-Undang Nomor 20 Tahìun 2023 tìentang Aparatìur Sipil Nìegara (ASN), 

Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 49 Tahìun 2018 tìentang Manajìemìen PPPK, dan 

Pìeratìuran Prìesidìen Nomor 98 Tahìun 2020 tìentang Gaji dan Tìunjangan PPPK. 

Bìerikìut adalah rincian dasar hìukìum PPPK : 

a. Pìeratìuran Pìemìerintah (PP) Nomor 49 Tahìun 2018 tìentang Manajìemìen Pìegawai 

Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja dimana PP ini mìengatìur hak dan kìewajiban 

PPPK, yang sìecara ìumìum sama dìengan ASN bìerstatìus PNS, kìecìuali tìunjangan 

pìensiìun.  

b. Pìeratìuran Prìesidìen (Pìerprìes) Nomor 98 Tahìun 2020 tìentang Gaji dan Tìunjangan 

Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) dimana Pìerprìes ini 

mìengatìur tìentang gaji dan tìunjangan yang ditìerima olìeh PPPK.  

c. Pìeratìuran Mìentìeri Pìendayagìunaan Aparatìur Nìegara dan Rìeformasi Birokrasi 

(PANRB) dimana bìebìerapa pìeratìuran PANRB jìuga mìengatìur aspìek-aspìek lain 

tìerkait PPPK, sìepìerti mìekanismìe sìelìeksi, pìersyaratan, dan lain-lain.  

1) Kìepmìenpan RB Nomor 347 Tahìun 2024 tìentang Mìekanismìe Sìelìeksi PPPK 

T.A 2024.  

2) Kìepmìenpan RB Nomor 348 Tahìun 2024 tìentang Mìekanismìe Sìelìeksi PPPK 

ìuntìuk Jabatan Fìungsional (JF) Gìurìu di Instansi Daìerah T.A 2024.  

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahìun 2023 tìentang Aparatìur Sipil Nìegara (ASN) 

pada Undang-Undang ini sìecara ìeksplisit mìenyìebìutkan bahwa ASN tìerdiri dari 

PNS dan PPPK 

e. Pìerprìes Nomor 11 Tahìun 2024 dimana Pìeratìuran ini mìerìupakan pìerìubahan atas 

Pìerprìes Nomor 98 Tahìun 2020, yang mìengatìur gaji dan tìunjangan PPPK. 

Sìemìua aktivitas dan kìedìudìukan hìukìum dari Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìejanjian 

Kìerja (PPPK) diatìur dalam pìerìundang-ìundangan yang sifatnya mìemaksa dan 

mìengikat. Sìetiap PPPK harìus mìematìuhi atìuran-atìuran tìentang disiplin kìerja dalam 

mìenjalankan tìugas dan wìewìenangnya dìengan bìerpìedoman pada pìeratìuran-

pìeratìuran yang bìerlakìu. Sanksi bìerìupa PHK (Pìemìutìusan Hìubìungan Kìerja) 

mìerìupakan sanksi tìerbìerat yang dibìerikan kìepada PPPK diatìur dalam Pasal 105 

Undang-Undang Nomor 20 Tahìun 2023 angka 2 dan 3 yaitìu: 
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“(2) Pìemìutìusan hìubìungan pìerjanjian kìerja PPPK dilakìukan dìengan hormat tidak 

        atas pìermintaan sìendiri karìena: 

a) dihìukìum pìenjara bìerdasarkan pìutìusan pìengadilan yang tìelah mìempìerolìeh 

kìekìuatan hìukìum tìetap karìena mìelakìukan tindak pidana dìengan pidana 

pìenjara paling singkat 2 (dìua) tahìun dan tindak pidana tìersìebìut dilakìukan 

dìengan tidak bìerìencana; 

b) mìelakìukan pìelanggaran disiplin PPPK tingkat bìerat; ataìu 

c) tidak mìemìenìuhi targìet kinìerja yang tìelah disìepakati sìesìuai dìengan 

pìerjanjian kìerja. 

(3) Pìemìutìusan hìubìungan pìerjanjian kìerja PPPK dilakìukan tidak dìengan hormat 

      karìena: 

a) mìelakìukan pìenyìelìewìengan tìerhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Nìegara Rìepìublik Indonìesia Tahìun 1945; 

b) dihìukìum pìenjara ataìu kìurìungan bìerdasarkan pìutìusan pìengadilan yang tìelah 

mìemiliki kìekìuatan hìukìum tìetap karìena mìelakìukan tindak pidana kìejahatan 

jabatan ataìu tindak pidana kìejahatan yang ada hìubìungannya dìengan jabatan 

dan/ataìu pidana ìumìum; 

c) mìenjadi anggota dan/ataìu pìengìurìus partai politik; ataìu 

d) dihìukìum pìenjara bìerdasarkan pìutìusan pìengadilan yang tìelah mìemiliki 

kìekìuatan hìukìum tìetap karìena mìelakìukan tindak pidana yang diancam 

dìengan pidana pìenjara paling singkat 2 (dìua) tahìun ataìu lìebih dan tindak 

pidana tìersìebìut dilakìukan dìengan bìerìencana.” 

 

2.5 Badan Kìepìegawaian dan Pìengìembangan Sìumbìer Daya Manìusia 

2.5.1 Pìengìertian BKPSDM 

Badan Kìepìegawaian dan Pìengìembangan Sìumbìer Daya Manìusia (BKPSDM) 

adalah instansi pìemìerintahan yang dibìentìuk sìetìelah otonomi daìerah tahìun 1999. 

Sìebìelìum pìelaksanaan otonomi daìerah sìemìua ìurìusan kìepìegawaian bìerada di 

pìemìerintah pìusat, yang ada di daìerah hanya sìebagai pìelaksana administrasi 

kìepìegawaian dari kìebijakan pìemìerintah pìusat. BKPSDM mìempìunyai bìebìerapa 

bidang diantaranya kìesìekrìetariatan, bidang pìengadaan, pìembìerhìentian dan 

informasi kìepìegawaian, bidang mìutasi dan promosi, bidang pìengìembangan 

aparatìur dan bidang pìenilaian kinìerja aparatìur dan pìenghargaan. 

Badan Kìepìegawaian dan Pìengìembangan Sìumbìer Daya Manìusia (BKPSDM) 

mìengìelola sìemìua ìurìusan kìepìegawaian tìermasìuk prosìes kìenaikan jabatan strìuktìural 

pìegawai ìesìelon III dan IV pada Organisasi P ìerangkat Daìerah (OPD) Kota Padang. 

Pada prosìes kìenaikan jabatan strìuktìural pìegawai ìesìelon III dan IV di bìentìuklah 

sìuatìu tim yaitìu Badan Pìertimbangan Jabatan dan Kìepangkatan (BAPERJAKAT) 
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yang tìerdiri dari BKPSDM, sìekrìetaris daìerah (Sìekda) dan Walikota. Fìungsi dari 

BAPERJAKAT adalah mìemìutìuskan pìegawai yang akan naik jabatan ataìu yang 

akan mìengisi jabatan kosong pada OPD. BAPERJAKAT bìukan sìuatìu lìembaga ataìu 

instansi pìemìerintahan mìelainkan sìuatìu tim yang mìemìutìuskan kìenaikan jabatan 

strìuktìural pìegawai ìesìelon III dan IV dalam bìentìuk rapat tìertìutìup. Kìenaikan jabatan 

strìuktìural pìegawai bìerdasarkan lama pìengabdian masa kìerja dan daftar pìenilaian 

pìelaksanaan pìekìerjaan (DP3) sìetiap ìunsìurnya sìekìurang-kìurangnya bìernilai baik 

dalam 2 tahìun tìerakhir. 

Badan Kìepìegawaian dan Pìengìembangan Sìumbìer Daya Manìusia (BKPSDM) 

adalah sìebìuah lìembaga pìemìerintahan daìerah, yang bìertanggìung jawab atas 

manajìemìen dan pìelayanan tìerkait Aparatìur Sipil Nìegara (ASN). BKPSDM 

bìerpìeran dalam mìelaksanakan kìebijakan-kìebijakan pìemìerintah tìerkait 

kìepìegawaian, tìermasìuk pìerìencanaan, pìengadaan, pìengìembangan, pìembinaan, dan 

pìembìerhìentian ASN.30 

 

2.5.2 Tìugas BKPSDM 

Tìugas dari Badan Kìepìegawaian dan Pìengìembangan Sìumbìer Daya Manìusia Daìerah 

diatìur langsìung dalam Pìeratìuran Walikota. tìugas dari Badan Kìepìegawaian dan 

Pìengìembangan Sìumbìer Daya Manìusia Daìerah yaitìu mìembantìu walikota 

mìelaksanakan fìungsi pìenìunjang ìurìusan pìemìerintahan bidang pìerìencanaan yang 

mìenjadi kìewìenangan Daìerah. Dikìutip dari Pìeratìuran Walikota Makassar Nomor 

100 Tahìun 2021, Badan Kìepìegawaian dan Pìengìembangan Sìumbìer Daya Manìusia 

Daìerah mìempìunyai ìuraian tìugas sìebagai bìerikìut: 

1) Mìerancang program kìerja badan sìebagai pìedoman dalam pìelaksanaan tìugas; 

2) Mìendistribìusikan dan mìembìeri pìetìunjìuk ìuntìuk pìelaksanaan tìugas sìesìuai 

dìengan pìedoman yang bìerlakìu agar pìelaksanaan tìugas bìerjalan dìengan lancar; 

3) Mìemantaìu, mìengawasi sìerta mìengìevalìuasi pìelaksanaan tìugas disìelìurìuh 

lingkìup kìerjanya agar dapat mìengìetahìui pìerkìembangan pìelaksanaan tìugas; 

4) Mìembìuat rancangan, mìengorìeksi, mìemaraf dan/ataìu mìenandatangani naskah 

dinas yang sìesìuai dìengan lingkìup tìugas ìuntìuk mìengatìur administrasi kantor; 

 
30 Triyaìnaì Raìmaìdhaìni, Fìungsi Baìdaìn kìeprìegaìwaìiaìn Daììeraìh daìlaìm pìengìembaìngaìn pìegaìwaìi di 

Provindi Riaììu taìhìun 2016 ( JOM FISIP Vol.4 No.2 2017) 
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5) Mìenghadiri rapat sìesìuai dìengan bidang tìugasnya; 

6) Mìembìuat rìencana dan program ìuntìuk pìengangkatan, pìemindahan dan 

pìembìerhìentian Pìegawai Nìegìeri Sipil (PNS) sìesìuai dìengan norma, standar dan 

prosìedìur yang ditìetapkan dìengan kìetìentìuan pìerìundang-ìundangan yang 

bìerlakìu; 

7) Mìelaksanakan pìelayanan administrasi kìepìegawaian ìuntìuk pìengangkatan, 

pìemindahan dan pìembìerhìentian dalam dan dari jabatan strìuktìural ataìu 

fìungsional sìesìuai dìengan norma, standar dan prosìedìur yang ditìetapkan dìengan 

kìetìentìuan pìerìundangìundangan yang bìerlakìu; 

8) Mìengìelola pìersiapan dan pìenìetapan pìensiìun ASN sìesìuai dìengan norma, 

standar dan prosìedìur yang ditìetapkan olìeh pìeratìuran pìerìundang-ìundangan 

yang bìerlakìu; 

9) Mìenjamin pìenyiapan dan pìenìetapan gaji, tìunjangan dan kìesìejahtìeraan ASN 

sìesìuai dìengan norma, standar dan prosìedìur yang tìelah ditìetapkan dìengan 

kìetìentìuan pìerìundang-ìundangan yang bìerlakìu; 

10) Mìengìelola Sistìem Informasi Kìepìegawaian Daìerah; 

11) Bìerkolaborasi dan konsìultasi dìengan lìembaga pìemìerintah dan lìembaga non 

pìemìerintah dalam rangka pìelaksanaan tìugas Pìemìerintahan; 

12) Mìemìeriksa kinìerja pìegawai ASN sìesìuai dìengan kìetìentìuan pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan; 

13) Mìenyìusìun laporan hasil pìelaksanaan tìugas Kìepala badan dan mìembìerikan 

saran pìertimbangan kìepada atasan sìebagai bahan pìerìumìusan kìebijakan; 

14) Mìelaksanakan tìugas kìedinasan tambahan yang dibìerikan olìeh atasan yang 

bìerkaitan dìengan tìugasnya. 

Tìugas ìutama Badan Kìepìegawaian dan Pìengìembangan Sìumbìer Daya Manìusia 

(BKPSDM) mìelipìuti pìenyìusìunan pìerìencanaan, kìebijakan, rìegìulasi, dan pìedoman 

tìeknis tìerkait kìepìegawaian, sìerta mìelaksanakan pìengìelolaan dan pìengawasan 

tìerhadap Aparatìur Sipil Nìegara (ASN). Badan Kìepìegawaian dan Pìengìembangan 

Sìumbìer Daya Manìusia (BKPSDM) Lampìung Tìengah jìuga bìertanggìung jawab 

dalam mìenyìelìenggarakan prosìes rìekrìutmìen, sìelìeksi, dan pìenìempatan Aparatìur 

Sipil Nìegara (ASN) sìesìuai dìengan kìebìutìuhan Pìemìerintah Daìerah. 
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Lìembaga ini jìuga mìengìelola sistìem informasi Kìepìegawaian ìuntìuk mìemfasilitasi 

pìengolahan data ASN, pìelaporan, dan pìelayanan administrasi kìepìegawaian. 

BKPSDM bìerkomitmìen ìuntìuk mìeningkatkan ìefisiìensi dan kìualitas pìelayanan 

kìepìegawaian dìengan mìengadopsi tìeknologi informasi, tìermasìuk implìemìentasi 

Sistìem Pìemìerintahan Bìerbasis Elìektronik (SPBE). Tìujìuannya adalah mìempìercìepat 

prosìes pìelayanan, mìengìurangi birokrasi, dan mìeningkatkan transparansi dalam 

Pìengìelolaan Kìepìegawaian di daìerah. 

BKPSDM mìerìupakan ìunsìur pìenìunjang pìemìerintah daìerah di bidang kìepìegawaian. 

Sìedangkan tìugas pokoknya yaitìu mìembantìu Kìepala Daìerah mìelaksanakan fìungsi 

pìenìunjang ìurìusan pìemìerintah yang mìenjadi kìewìenangan daìerah pada bidang 

kìepìegawaian daìerah. Kìepala badan mìempìunyai tìugas mìembantìu gìubìernìur 

mìelaksanakan fìungsi pìenìunjang ìurìusan pìemìerintahan yang mìenjadi kìewìenangan 

pìemìerintah daìerah pada bidang kìepìegawaian daìerah. Untìuk mìelaksanakan tìugas 

tìersìebìut kìepala daìerah didìukìung olìeh fìungsi sìebagai bìerikìut : 

1. Pìenyìusìunan kìebijakan tìeknis; 

2. Pìelaksanaan tìugas dìukìungan tìeknis; 

3. Pìemantaìuan, ìevalìuasi dan pìelaporan tìugas dìukìungan tìeknis; 

4. Pìembinaan tìeknis pìenyìelìenggaraan fìungsi pìenìunjang ìurìusan pìemìerintahan 

daìerah; 

5. Pìelaksanaan fìungsi lain yang dibìerikan olìeh gìubìernìur tìerkait dìengan tìugas dan 

fìungsi pada badan kìepìegawaian daìerah.31 

Sìekrìetariat dipimpin olìeh sìekrìetaris yang mìempìunyai tìugas mìelakìukan koordinasi, 

fasilitasi dan ìevalìuasi pada sìubbagian pìerìencanaan program, sìubbagian kìeìuangan, 

pìerlìengkapan dan pìengìelolaan barang milik daìerah dan sìubbagian kìepìegawaian dan 

ìumìum. Untìuk mìelaksanakan tìugas tìersìebìut sìekrìetaris mìempìunyai fìungsi sìebagai 

bìerikìut : 

1. Pìenyìusìunan program kìerja dan rìencana opìerasional pada sìekrìetariat; 

2. Pìenyìelìenggaraan pìelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mìemìeriksa hasil 

pìelaksanaan tìugas di lingkìungan Sìekrìetariat; 

 
31 Dìesi Dìevrikaì Dìevkaì, Fìungsi Baìdaìn Kìepìegaìwaìiaìn Dìeaììeraìh Provinsi Riaììu daìlaìm Pìelaìksaìnaìaìn 

Anaìlisis Jaìbaìtaìn( Jìurnaìl Al Iqtishaìd Vol 1 taìhìun 2020) 



33 

 

3. Pìenyìelìenggaraan pìemantaìuan, ìevalìuasi dan pìelaporan pìelaksanaan tìugas sìesìuai 

dìengan tìugas yang tìelah dilaksanakan kìepada Kìepala Badan Kìepìegawaian 

Daìerah; 

4. Pìelaksanaan tìugas kìedinasan yang sìesìuai tìugas dan fìungsinya. 

Bidang Administrasi Kìepìegawaian dipimpin olìeh Kìepala Bidang Administrasi 

Kìepìegawaian yang mìempìunyai tìugas mìelakìukan koordinasi, fasilitasi dan ìevalìuasi 

pada sìubbidang Pìengadaan dan Tata Usaha Kìepìegawaian, sìubbidang Sistìem 

Informasi Manajìemìen Kìepìegawaian dan sìubbidang pìensiìun. Dalam mìelaksanakan 

tìugas tìersìebìut didìukìung olìeh fìungsi sìebagai bìerikìut : 

1. Pìenyìusìunan program kìerjadan rìencana opìerasional pada bidang administrasi 

kìepìegawaian; 

2. Pìenyìelìenggaraan pìelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mìemìeriksa hasil 

pìelaksanaan tìugas dilingkìungan Bidang Administrasi Kìepìegawaian; 

3. Pìenyìelìenggaraan pìemantaìuan, ìevalìuasi dan pìelaporan pìelaksanaan tìugas sìesìuai 

dìengan tìugas yang tìelah dilaksanakan kìepada Kìepala Badan Kìepìegawaian 

Daìerah; 

4. Pìelaksanaan tìugas kìedinasan lain yang dibìerikan pimpinan sìesìuai tìugas dan 

fìungsinya.32 

Bidang mìutasi dipimpin olìeh kìepala bidang mìutasi yang mìempìunyai tìugas 

mìelakìukan koordinasi, fasilitasi danìevalìuasi tìugas pada sìubbidang kìepangkatan, 

sìubbidang jabatan tinggi dan administrasi, dan s ìubbidang jabatan fìungsional. 

Dalam mìelaksankan tìugas tìersìebìut kìepala bidang didìukìung olìeh fìungsi sìebagai 

bìerikìut : 

1. Pìenyìusìunan program kìerja dan rìencana opìerasional pada bidang mìutasi; 

2. Pìenyìelìenggaraan pìelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mìemìeriksa hasil 

pìelaksanaan tìugas di lingkìungan bidang mìutasi; 

3. Pìenyìelìenggaraan pìemantaìuan, ìevalìuasi dan pìelaporan pìelaksanaan tìugas sìesìuai 

dìengan tìugas yang tìelah dilaksanakan kìepada Kìepala Badan Kìepìegawaian 

Daìerah; 

 
32 Sìuryaìdi S. Abdìullaìh, Kinìerjaì Baìdaìn Kìepìegaìwaìiaìn Daììeraìh (BKD) daìlaìm Rìekrìutmìen Caìlon 

Pìegaìwaìi Nìegìeri Sipil (Jìurnaìl Administraìsi, Vol 1 taìhìun 2014) 
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4. Pìelaksanaan tìugas kìedinasan lain yang dibìerikan pimpinan sìesìuai tìugas dan 

fìungsinya.33 

Bidang pìengìembangan dipimpin olìeh kìepala bidang pìengìembangan yang mìemiliki 

tìugas mìelakìukan koordinasi, fasilitasi dan ìevalìuasi tìugas pada sìubbidang 

pìengìembangan pìendidikan formal pìegawai, sìubbidang pìengìembangan 

kìepìemimpinan dan tìeknis, sìubbidang pìengìembangan pìendidikan fìungsional. 

Dalam mìelaksanakan tìugas sìebagaimana yang dimaksìud tìersìebìut, kìepala bidang 

mìempìunyai fìungsi sìebagai bìerikìut : 

1. Pìenyìusìunan program kìerja dan rìencana opìerasional pada Bidang Pìengìembangan 

Pìegawai; 

2. Pìenyìelìenggaraan pìelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mìemìeriksa hasil 

pìelaksanaan tìugas di lingkìungan Bidang Pìengìembangan Pìegawai; 

3. Pìenyìelìenggaraan pìemantaìuan, ìevalìuasi danpìelaporan pìelaksanaan tìugas sìesìuai 

dìengan tìugas yang tìelah dilaksanakan kìepada Kìepala Badan Kìepìegawaian 

Daìerah; 

4. Pìelaksanaan tìugas kìedinasan lain yang dibìerikan pimpinan sìesìuai tìugas dan 

fìungsinya.34 

Bidang Pìembinaan dan Kìesìejahtìeraan Pìegawai dipimpin olìeh kìepala bidang 

pìembinaan dan kìesìejahtìeraan pìegawai yang mìemiliki tìugas mìelakìukan koordinasi, 

fasilitasi dan ìevalìuasi tìugas pada sìubbidang kìedìudìukan hìukìum, 

sìubbidangkìesìejahtìeraan pìegawai, sìubbidang pìembinaan pìegawai. Dalam 

mìelaksanakan tìugas sìebagaimana yang dimaksìud tìersìebìut, kìepala bidang 

mìempìunyai fìungsi sìebagai bìerikìut : 

1. Pìenyìusìunan program kìerja dan rìencana opìerasional pada Bidang Pìembinaan dan 

Kìesìejahtìeraan Pìegawai; 

2. Pìenyìelìenggaraan pìelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mìemìeriksa hasil 

pìelaksanaan tìugas di lingkìungan Bidang Pìembinaan dan Kìesìejahtìeraan Pìegawai; 

3. Pìenyìelìenggaraan pìemantaìuan, ìevalìuasi dan pìelaporan pìelaksanaan tìugas sìesìuai 

dìengan tìugas yang tìelah dilaksanakan kìepada Kìepala Badan Kìepìegawaian 

Daìerah; 

4. Pìelaksanaan tìugas kìedinasan lain yang sìesìuai tìugas dan fìungsinya. 

 
33 Johaìnis Wiliaìn Paìraììeng, Anaìlisis Pìenìempaìtaìn Apaìraìtìur Sipil Nìegaìraì di Pìemìerintaìhaìn 

Kbìupaìtìen Saìngihìe stìudi BKD ( Jìurnaìl Govìernaìncìe, Vol.1,No.2,taìhìun 2022) 
34 Riaì Sinthaì Dìevi, Pìeraìnaìn Baìdaìn Kìepìegaìwaìiaìn Dìeraìh daìlaìm Pìengìembaìngaìn Kaìrir Apaìraìtìur 

Sipil Nìegaìraì (Jìurnaìl Ilmiaìh Mìetaìdaìtaì Vol.4 No.1 taìhìun 2022) 
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2.5.3 Fìungsi BKPSDM 

Fìungsi dari Badan Kìepìegawaian dan Pìengìembangan Sìumbìer Daya Manìusia Daìerah 

mìenìurìut Pìeratìuran walikota Makassar Nomor 100 Tahìun 2021, Badan 

Kìepìegawaian dan Pìengìembangan Sìumbìer Daya Manìusia Daìerah dalam 

mìelaksanakan tìugas, mìenjalankan fìungsi-fìungsi sìebagai bìerikìut: 

1) Mìembìuat kìebijakan tìeknis ìuntìuk mìengìelola fìungsi pìenìunjang Urìusan 

Pìemìerintahan bidang pìerìencanaan; 

2) Mìembìerikan dìukìungan tìeknis ìuntìuk mìenjalankan fìungsi pìenìunjang Urìusan 

Pìemìerintahan bidang pìerìencanaan; 

3) Pìengawasan, pìenilaian dan laporan tìentang pìelaksanaan tìugas dìukìungan tìeknis 

ìuntìuk pìenyìelìenggaraan fìungsi pìenìunjang Urìusan Pìemìerintahan bidang 

pìerìencanaan; 

4) Pìelatihan tìeknis ìuntìuk mìengìelola fìungsi pìenìunjang Urìusan Pìemìerintahan bidang 

pìerìencanaan; 

5) Pìenyìelìenggaraan dan pìengìelolaan fìungsi pìenìunjang Urìusan Pìemìerintahan 

bidang pìerìencanaan; dan 

6) Pìelaksanaan tìugas dan tanggìungjawab tambahan yang dibìerikan olìeh Walikota 

yang bìerkaitan dìengan tìugas dan fìungsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pìendìekatan Masalah 

Mìenìurìut Soìerjono Soìekanto, pìenìelitian hìukìum mìerìupakan sìuatìu kìegiatan ilmiah, 

yang didasarkan pada mìetodìe sistìematika dan pìemikiran tìertìentìu ìuntìuk 

mìempìelajari satìu ataìu bìebìerapa gìejala hìukìum tìertìentìu dìengan cara 

mìenganalisisnya. Pìendìekatan masalah yang digìunakan dalam pìenìelitian ini 

dilakìukan dìengan dìua cara yaitìu:35 

1. Pìendìekatan Normatif adalah pìendìekatan yang dilakìukan bìerdasarkan bahan 

hìukìum ìutama, mìenìelaah hal yang bìersifat tìeoritis yang mìenyangkìut asas-asas 

hìukìum, konsìepsi hìukìum, pandangan dan doktrin-doktrin hìukìum, pìeratìuran dan 

sistìem hìukìum. 

2. Pìendìekatan Empiris adalah pìendìekatan yang dilakìukan ìuntìuk mìempìelajari 

hìukìum dan kìenyataan yang ada di lapangan, bìerdasarkan fakta yang ada. 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Sìumbìer data dari pìenìelitian ini bìerasal dari data kìepìustakaan dan data lapangan. 

Jìenis data dalam pìenìelitian ini tìerdiri atas data primìer dan data sìekìundìer. 

3.2.1 Data Primìer 

Data primìer adalah data yang dapat dipìerolìeh dari hasil pìenìelitian lapangan, dìengan 

mìetodìe obsìervasi ataìu wawancara langsìung dìengan narasìumbìer. Dalam pìenìelitian 

ini dilakìukan wawancara kìepada Ibìu Sìugiarsih, S.Pd., M.M. sìebagai Kìepala Bidang 

Kìetìenagaan Dinas Pìendidikan dan Kìebìudayaan Kabìupatìen Lampìung Tìengah, 

Bapak Pìujianto sìelakìu Pìegawai pada BKPSDM Kabìupatìen Lampìung Tìengah, Ibìu 

Sìuryani, S.Pd. sìelakìu Gìurìu PPPK di SD Nìegìeri Binjai Ngagìung, dan Pak Dìeni 

sìelakìu Gìurìu Honorìer di Kabìupatìen Lampìung Tìengah. 

 
35 Soìerjono Soìekaìnto, Pìenìelitiaìn Hìukìum, Jaìkaìrtaì: Raìjaìwaìli Pìers, 2002. hlm. 1. 
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3.2.2 Data Sìekìundìer 

Data sìekìundìer adalah sìebìuah data yang dapat dipìerolìeh dari hasil stìudi kìepìustakaan 

tìentang asas-asas hìukìum, bahan-bahan hìukìum, pìeratìuran-pìeratìuran dìengan mìetodìe 

mìembaca, mìengìutip, mìenganalisis dan mìenyalin. Bahan data sìekìundìer tìerbagi 

mìenjadi 3 (tiga) yang tìerdiri dari : 

a.) Bahan Hìukìum Primìer 

Bahan hìukìum primìer mìemiliki sifat mìengikat yang tìerdiri dari pìeratìuran 

pìerìundang-ìundangan, norma dan kaidah dasar hìukìum, pìutìusan-pìutìusan hakim, 

dan dokìumìen hìukìum lainnya. Dalam pìenìelitian ini, bahan hìukìum primìer yang 

digìunakan adalah: 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahìun 1974 jo. Nomor 43 Tahìun 1999 tìentang 

Pokok-pokok Kìepìegawaian; 

2) Undang-Undang Nomor 14 Tahìun 2005 tìentang Gìurìu dan Dosìen; 

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahìun 2014 tìentang Pìemìerintahan Daìerah; 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahìun 2023 tìentang Aparatìur Sipil Nìegara 

(ASN); 

5) Pìeratìuran Pìemìerintah Nomor 49 Tahìun 2018 tìentang Manajìemìen Pìegawai 

Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja; 

6) Pìeratìuran Bìupati Lampìung Tìengah Nomor 6 Tahìun 2024 tìentang Pìedoman 

Pìelaksanaan Pìenìegakan Disiplin Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian 

Kìerja. 

 

b) Bahan Hìukìum Sìekìundìer 

Bahan hìukìum sìekìundìer bìerasal dari pìengìetahìuan yang bìersìumbìer pada litìeratìur 

yang bìerkaitan dìengan pokok pìermasalahan. Sìepìerti bìukìu-bìukìu hìukìum, karya-

karya ilmiah, dan hasil-hasil pìenìelitian para ahli sìesìuai dìengan pokok 

bahasannya. 

 

c) Bahan Hìukìum Tìersiìer 

Bahan hìukìum tìersiìer bìerìupa tìulisan non hìukìum yang bìerkaitan dìengan 

pìenìelitian. Sìepìerti kamìus hìukìum, majalah, sìurat kabar, artikìel ilmiah ataìu 

intìernìet. 



38 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosìedìur pìengìumpìulan data mìerìupakan prosìedìur standar ìuntìuk mìempìerolìeh 

gambaran dan informasi yang bìerkaitan dìengan masalah dalam pìenìelitian. Di dalam 

pìenìelitian ini prosìesìur pìengìumpìulan data yang digìunakan sìebagai bìerikìut: 

a. Pìengìumpìulan data primìer dilakìukan dìengan mìengadakan stìudi lapangan (fiìeld 

rìesìearch) dìengan cara obsìervasi langsìung tìerhadap objìek pìenìelitian dan 

wawancara mìenggìunakan alat bantìu pìertanyaan yang bìersifat tìerbìuka dan dapat 

bìerkìembang pada saat wawancara dilakìukan.  

b. Pìengìumpìulan data sìekìundìer dilakìukan dìengan cara mìengadakan stìudi 

kìepìustakaan (library rìesìearch) dan stìudi dokìumìen agar mìendapatkan tìujìuan dan 

arah dìengan cara mìembaca, mìengìutip, mìenìelaah, dan mìenganalisis litìeratìur, 

pìeratìuran pìerìundang-ìundangan, sìerta baham-bahan lain yang bìerkaitan dìengan 

pìermasalahan dalam pìenìelitian ini. 

3.3.2 Prosìedìur Pìengolahan Data 

a. Editing data, yaitìu mìemìeriksa ataìu mìenìeliti data yang kìelirìu ataìu lìebih jìelasnya 

data yang tìerkìumpìul kìemìudian dipìeriksa ìuntìuk mìengìetahìui kìelìengkapan data 

sìelanjìutnya data dipilih sìesìuai dìengan pìermasalahan yang ditìeliti. 

b. Klasifikasi data, Pìenìempatan data mìenìurìut kìelompok-kìelompok yang tìelah 

ditìetapkan dalam rangka mìempìerolìeh data yang bìenar-bìenar dipìerlìukan dan 

akìurat ìuntìuk kìepìentingan pìenìelitian. 

c. Sistìematisasi data, yaitìu pìenìempatan data yang saling bìerhìubìungan dan 

mìerìupakan satìu kìesatìuan yang bìulat dan tìerpadìu pada sìubpokok bahasan sìesìuai 

sistìematika yang ditìetapkan ìuntìuk mìempìermìudah intìerprìetasi data. 

 

3.4 Analisis Data 

Untìuk mìembìerikan jawaban tìerhadap pìermasalahan yang ada maka data tìersìebìut 

pìerlìu dianalisis. Pada pìenìelitian ini data dianalisis sìecara dìeskriptif kìualitatif 

dìengan mìendìeskripsikan ataìu mìenggambarkan data yang dihasilkan dari pìenìelitian 

dilapangan kìedalam bìentìuk pìenjìelasan dìengan cara sistìematis sìehingga mìemiliki 

arti dan dapat dirangkìum gìuna pìembahasan pada bab-bab sìelanjìutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

5.1 Simpìulan 

1. Pìelaksanaan Pìengangkatan Gìurìu Honorìer Mìenjadi Gìurìu PPPK di SD Nìegìeri 

Binjai Ngagìung tìelah bìerjalan sìebagaimana mìestinya sìesìuai prosìedìur dan 

mìenìunjìukkan adanya komitmìen tìerhadap prinsip mìerit, transparansi, dan 

akìuntabilitas dìengan mìekanismìe sìelìeksi yang ditìetapkan pìemìerintah yaitìu tahap 

pìendaftaran, tahap sìelìeksi administrasi, tahap sìelìeksi kompìetìensi yang tìerdiri 

dari kompìetìensi tìeknis, kompìetìensi manajìerial, dan kompìetìensi sosial kìultìural, 

sìerta tahap wawancara dan tahap pìengolahan nilai & pìenìetapan kìelìulìusan. PPPK 

adalah bìentìuk aprìesiasi tìerhadap gìurìu honorìer dimana tìerdapat kìebijakan 

prioritas kìepada gìurìu honorìer yang tìelah mìengabdi minimal 3 tahìun di sìekolah 

nìegìeri ataìu tìercatat dalam sistìem data pìendidikan. 

2. Faktor-Faktor Yang Mìenghambat Pìengangkatan Gìurìu Honorìer Mìenjadi Gìurìu 

Pìegawai Pìemìerintah dìengan Pìerjanjian Kìerja (PPPK) di SD Nìegìeri Binjai 

Ngagìung yaitìu kìetìerbatasan formasi, kìendala tìeknis dalam pìelaksanaan ìujian 

CAT, sìerta kìurangnya pìemahaman pìesìerta tìerhadap sistìem digital.  

 

5.2 Saran 

1. Pìemìerintah daìerah pìerlìu mìelakìukan pìemìetaan kìebìutìuhan gìurìu sìecara 

komprìehìensif mìelalìui analisis jabatan dan analisis bìeban kìerja agar ìusìulan 

formasi bìenar-bìenar sìesìuai kìebìutìuhan riil sìekolah. Dan Kìepala sìekolah dapat 

mìendorong pìemìerintah daìerah ìuntìuk mìempìertimbangkan pìenggìunaan asas 

diskrìesi yang dapat digìunakan olìeh pìejabat pìemìerintahan ìuntìuk mìengambil 

kìepìutìusan dalam kondisi tìertìentìu dìemi kìepìentingan ìumìum, tìermasìuk 

mìembìerikan kìesìempatan yang lìebih adil kìepada gìurìu honorìer yang tìelah lama 

mìengabdi. 
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2. Pìemìerintah pìerlìu mìempìerkìuat sistìem sìelìeksi bìerbasis tìeknologi yang tìerintìegrasi 

dan mìeminimalkan intìeraksi langsìung yang bìerpotìensi mìenimbìulkan praktik 

pìercaloan. Pìengawasan intìernal dan ìekstìernal harìus ditingkatkan, disìertai 

pìenìerapan sanksi tìegas tìerhadap pìelakìu kìecìurangan. Untìuk gìurìu honorìer yang 

bìelìum lìulìus, bisa mìendaftar lagi pada tahìun pìengadaan sìelanjìutnya dikarìenakan 

sìejak tahìun 2025 tìerdapat program optimalisasi PPPK. 
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